MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN
MELALUI DEKONSENTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kementerian Agraria dan
Tata Ruang berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian
Agraria dan Tata Ruang mengakibatkan terjadinya
pergeseran tugas dan fungsi kementerian dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata
ruang;

b. bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan
bidang penataan ruang yang dilaksanakan melalui
dekonsentrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional yang Merupakan Kewenangan
Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penetapan dan Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

13. Peraturan ...
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5655);

16. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan
Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG
MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN
DILAKSANAKAN MELALUI DEKONSENTRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Menteri adalah Menteri/Kepala yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang
selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan
tata ruang.

Unit Kerja Eselon I atau Unit Kerja setara Eselon I adalah Unit Kerja di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional yang meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan
Direktorat Jenderal.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur
dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan
umum.

5..Dana ...
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(2)
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Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah
yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka
pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk
instansi vertikal pusat di daerah.

Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dekon
Penataan Ruang adalah pelimpahan sebagian kegiatan atau program
penataan ruang yang menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Gubernur untuk dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Dekonsentrasi di provinsi dengan pendanaan yang
berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang membantu
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang penataan
ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit
organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah/ Institusi  yang
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen,
dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Satuan Kerja Dekonsentrasi Penataan Ruang yang selanjutnya disebut
Satker Dekon adalah organisasi/lembaga atau satuan kerja yang secara
khusus dibentuk oleh Gubernur dalam perangkat organisasi pemerintah
daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekon Penataan
Ruang di daerah provinsi.

BAB 1I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit
Kerja di lingkungan Kementerian, Pemerintah Daerah dan Satker Dekon
dalam melaksanakan Dekon Penataan Ruang.

Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan Dekon Penataan Ruang
dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB III
DEKONSENTRASI

Pasal 3

Penyelenggaraan Dekon Penataan Ruang, meliputi :

m e R0 T

pelaksanaan;

jenis kegiatan,;

kriteria provinsi penerima,
mekanisme pelimpahan wewenang;
petunjuk teknis pelaksanaan;
pengelolaan dana dekonsentrasi; dan
Satker Dekon.

Pasal 4 ...
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Pasal 4

(1) Pelaksanaan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a meliputi sebagian dari kegiatan pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan dalam penataan ruang.

(2) Kegiatan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa kegiatan yang bersifat non fisik.

(3) Kegiatan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

(4) Pelaksanaan Dekon Penataan Ruang di lingkungan pemerintah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satker Dekon.

(5) Penetapan lingkup kegiatan Dekon Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Menteri untuk setiap
tahun anggaran.

(6) Pelaksanaan Dekon Penataan Ruang dilakukan setelah ditetapkannya
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 5

Jenis kegiatan Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b, dapat terdiri atas:

a. persetujuan substansi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;

b. pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi,

pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat;

fasilitasi pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;

fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di daerah;
dan/atau

f. evaluasi kinerja dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang serta
pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

o 0

Pasal 6

Kriteria provinsi yang dapat menerima kegiatan Dekon Penataan Ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ meliputi:

a. memiliki Dinas teknis dengan unit struktural yang bertanggung jawab
dalam bidang Penataan Ruang sekurang-kurangnya setingkat Eselon IV;

b. memiliki kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas Dekon Penataan
Ruang pada tahun sebelumnya, kecuali untuk provinsi yang mendapatkan
pelimpahan wewenang untuk pertama kali;

c. memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelenggarakan urusan
pemerintah bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangannya; dan

d. memiliki sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung
yang memadai dalam pelaksanaan tugas Dekon Penataan Ruang.

Pasal 7

Mekanisme pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf d terdiri atas:

a. Menteri memberitahukan kepada Gubernur mengenai rencana Kkegiatan
yang akan didekonsentrasikan untuk tahun anggaran berikutnya paling
lambat minggu kedua bulan Juni tahun berjalan atau setelah
ditetapkannya Pagu Sementara.

b. berdasarkan ...



(1)

(4)

(1)

berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Gubernur memberikan jawaban tertulis kepada Menteri c.q. Pejabat Eselon
I terkait paling lambat bulan Juli tahun berjalan atau 1 (satu) bulan setelah
pemberitahuan dari Menteri.

dalam hal Gubernur tidak memberikan jawaban sampai dengan batas
waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, Gubernur dianggap tidak
bersedia melaksanakan kegiatan Dekon Penataan Ruang pada tahun
anggaran berikutnya.

berdasarkan jawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b,
Menteri menetapkan lingkup kegiatan Dekon Penataan Ruang untuk tahun
anggaran berikutnya.

Keputusan Menteri tentang penetapan kegiatan Kementerian yang akan
didekonsentrasikan disampaikan kepada Gubernur yang bersedia
melaksanakan kegiatan Dekon Penataan Ruang.

Pasal 8

Petunjuk teknis pelaksanaan Dekon Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e menjadi pedoman Gubernur dalam
pelaksanaan pekerjaan Dekon Penataan Ruang.

Petunjuk teknis pelaksanaan Dekon Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. daftar paket pekerjaan;

b. maksud dan tujuan pelaksanaan pekerjaan;

c. metode pelaksanaan pekerjaan;

d. volume sasaran pekerjaan;

e. pelaporan pelaksanaan pekerjaan; dan

f. penilaian kinerja dekonsentrasi.

Petunjuk teknis pelaksanaan Dekon Penataan Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

a. Petunjuk teknis pelaksanaan Dekon Penataan Ruang untuk Program
Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang, yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Tata Ruang; dan

b. Petunjuk teknis pelaksanaan Dekon Penataan Ruang untuk Program
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah.

Petunjuk teknis pelaksanaan Dekon Penataan Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ditetapkan setiap tahun anggaran.

Pasal 9

Pengelolaan dana Dekon Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf f dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah.

Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
pedoman pengelolaan Dana Dekonsentrasi.

Pasal 10 ...
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(3)

(4)

(1)

(2)

(2)

(1)
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Pasal 10

Satker Dekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g ditetapkan
oleh Gubernur pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dalam bidang penataan ruang.

Satker Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi
kewenangan Kementerian sesuai dengan pelimpahan wewenang dari
Menteri.

Satker Dekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Satker Dekon selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap
pelaksanaan kegiatan Dekon Penataan Ruang.

Ketentuan tugas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan Satker Dekon
serta struktur organisasi Satker Dekon, tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, DAN PENGANGGARAN

Pasal 11

Mekanisme perencanaan, pemrograman, dan penganggaran berpedoman
pada kebijakan pelaksanaan kegiatan Dekon Penataan Ruang.

Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Dekon Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Proses penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
dilaksanakan di Kementerian sampai dengan penerbitan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran.

Proses penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran beserta
lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Sekretaris Jenderal atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri.

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan kegiatan Dekon Penataan Ruang setelah
penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran
diwajibkan menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan.

Kerangka Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Proses pengajuan usulan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Eselon
I harus mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon 1 selaku
atasan/penanggung jawab program.

(2) Proses ...



(2)

(3)
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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Proses revisi anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal
Anggaran disampaikan oleh Pejabat Eselon [ kepada Kementerian
Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.

Proses revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna
Anggaran disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada
Kementerian Keuangan c.q Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, untuk diproses sesuai dengan kewenangan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Proses revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Rencana program dan usulan kegiatan Dekon Penataan Ruang beserta
perubahannya harus mengacu pada Renstra Kementerian yang telah
ditetapkan.

Perencanaan dan pemrograman kegiatan Dekon Penataan Ruang
dilaksanakan oleh Menteri c.q. Sekretaris Jenderal melalui koordinasi
dengan Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung jawab program yang
merupakan bagian integral dalam perencanaan dan pemrograman
Kementerian.

Perubahan rencana, program, dan anggaran kegiatan Dekon Penataan
Ruang dilakukan dengan tidak mempengaruhi rencana pencapaian sasaran
dan kinerja Kementerian serta memperhatikan aspek keterlaksanaan,
aspek efektivitas, dan aspek efisiensi.

BAB V
KOORDINASI PELAKSANAAN DI DAERAH

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan Dekon Penataan Ruang harus sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah mengkoordinasikan penyelenggaraan
kegiatan Dekon Penataan Ruang yang dilaksanakan di daerah dalam
rangka keterpaduan pembangunan wilayah dan pengembangan lintas
sektor.

Gubernur melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Dekon Penataan
Ruang yang dilaksanakan oleh Satker Dekon.

Unit Kerja Eselon 1 melalui Unit Kerja Eselon II terkait melaksanakan
pemantauan dan evaluasi terhadap capaian koordinasi pelaksanaan Dekon
Penataan Ruang di daerah yang dilakukan oleh seluruh Satker Dekon.

Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan Dekon Penataan Ruang di daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang pada
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

BAB VI ...
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BAB VI
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Pasal 17

ULP yang digunakan untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
Dekon Penataan Ruang adalah ULP Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, ULP Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk perangkat organisasi dan
membentuk kelompok kerja sesuai beban kerjanya.

BAB VII
PERSYARATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATKER DEKON

Pasal 18

Pejabat perbendaharaan Satker Dekon terdiri atas Kepala Satker
Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat perbendaharaan lainnya.

Pejabat Perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

Pejabat Pembuat Komitmen,;

Pejabat penguji tagihan dan penandatangan Surat Perintah Membayar;
Bendahara Pengeluaran;

Petugas Unit Akuntansi Satker Dekon;dan

e. Pejabat penerima hasil pekerjaan.

oo o

Pejabat perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kompetensi teknis dan persyaratan administrasi pejabat
perbendaharaan.

Kompetensi Teknis dan Persyaratan Administrasi Pejabat Perbendaharaan
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 19

Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan proses
pencairan dana Dekon Penataan Ruang.

Mekanisme Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

Dalam rangka melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara Dana
Dekonsentrasi, setiap Satker Dekon wajib membentuk Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.

(2) Unit ...
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(3)

(2)

(3)

(1)
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Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang
Milik Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Dana Dekonsentrasi
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun:

a. Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara;

b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; dan

c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan termasuk laporan terkait Keterbukaan
Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan
laporan pelaksanaan Dekon Penataan Ruang kepada Gubernur, dengan
tembusan kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait.

b. Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Gubernur
menyampaikan laporan kinerja kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I
terkait.

c. Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Gubernur
menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan
kegiatan Dekon Penataan Ruang Kementerian kepada Menteri paling
lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Satker Dekon tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Kepatuhan Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran dalam
menyampaikan laporan menjadi salah satu pertimbangan penilaian kinerja
Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran dalam penentuan dan
penetapan Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya.

Kepala Satker Dekon/ Kuasa Pengguna Anggaran akan diberikan teguran
secara tertulis oleh Atasan Langsungnya dan ditembuskan ke Atasan dan
Sekretaris Jenderal apabila tidak melaporkan pelaksanaan anggaran dalam
lingkup Satker Dekon selama 1 (satu) bulan kalender.

Kepala Satker Dekon yang telah mendapat teguran sebagaimana pada ayat
(2) selama 3 (tiga) kali akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB X ...



(1)

(2)

(1)

(2)
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BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Dekon Penataan Ruang, Menteri melalui Pejabat
Eselon | terkait melakukan pembinaan pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi.

Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bimbingan teknis yang dilakukan melalui  pendampingan teknis
pelaksanaan Dekon Penataan Ruang, dengan pemberian bantuan
berupa tenaga teknik, pelatihan, asistensi, dan dilakukan secara
terpadu melalui koordinasi Pejabat Eselon I terkait; dan

b. sosialisasi/diseminasi kepada pemerintah daerah yang dilakukan
melalui penyebarluasan rencana, program, dan pedoman pelaksanaan
kegiatan Dekon Penataan Ruang, serta dilakukan secara terpadu
melalui koordinasi Pejabat Eselon I terkait.

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Dekon Penataan Ruang,
kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, serta dilakukan secara terpadu
melalui koordinasi Pejabat Eselon I terkait sebagai penanggung jawab
program.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Dekon Penataan Ruang, Menteri melalui Pejabat
Eselon I terkait melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dekon
Penataan Ruang.

Pengawasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 25

Pemeriksaan pelaksanaan Dekon Penataan Ruang oleh Satker Dekon,
dilaksanakan secara internal dan eksternal.

Pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.

Pemeriksaan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pemeriksaan internal, Inspektorat Jenderal
Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menyusun
program pemeriksaan tahunan untuk menghindari terjadinya tumpang
tindih pemeriksaan.

(2) Inspektorat ...
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(3)
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Inspektorat Jenderal Kementerian dapat mendelegasikan kewenangan
pemeriksaan kepada Inspektorat Wilayah Provinsi untuk melakukan
pemeriksaan pelaksanaan Dekon Penataan Ruang dengan persyaratan
sebagai berikut:

a. menggunakan pedoman pemeriksaan yang berlaku di lingkungan
Kementerian;

b. Pejabat yang ditunjuk untuk memeriksa adalah pejabat fungsional
auditor sesuai dengan Pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri yang
bertanggungjawab dalam bidang Aparatur Negara,

c. menggunakan Format Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai pedoman
laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian;

d. laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan Dekon Penataan Ruang dibuat
oleh Inspektorat Wilayah Provinsi disampaikan kepada Pejabat Eselon I
terkait dan Satker Dekon yang diperiksa, dengan tembusan
disampaikan kepada Menteri c.q. Inspektur Jenderal Kementerian,
Gubernur, dan Atasan Langsung Satker Dekon yang diperiksa;

e. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Satker Dekon
yang bersangkutan, disampaikan kepada Wakil Gubernur dengan
tembusan disampaikan kepada Menteri c.q. Inspektur Jenderal
Kementerian, Pejabat Eselon I terkait, Inspektur Wilayah Provinsi, dan
Atasan Langsung Satker Dekon terkait;

f. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan Dekon
dilakukan oleh Wakil Gubernur bersama Inspektur Wilayah Provinsi;

g. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pelaksanaan Dekon
sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Pejabat
Eselon I terkait dan Satker Dekon yang diperiksa, dengan tembusan
kepada Menteri c.q. Inspektur Jenderal Kementerian, Gubernur, dan
Atasan Langsung Satker Dekon yang diperiksa;dan

h. Inspektorat Jenderal Kementerian melakukan monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan pemeriksaan Satker Dekon, penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang sudah
didelegasikan kepada Inspektorat Wilayah Provinsi.

Inspektorat Jenderal Kementerian melakukan sosialisasi/diseminasi
pedoman pengawasan yang berlaku di lingkungan Kementerian dan
memberikan bimbingan teknis pemeriksaan kepada Inspektorat Wilayah
Provinsi.

Inspektorat Jenderal Kementerian dengan Inspektorat Wilayah Provinsi
dapat melakukan pemeriksaan bersama.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna
Anggaran wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BAB XII ...
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dekon Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan
Pemerintah Dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan :
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

R

FERRY MYRSYIDAN BALDAN

\

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDQNESIA,

NNA H. LAOLY

BERITA ARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 398



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG MERUPAKAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN
MELALUI DEKONSENTRASI

KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PELAKSANA KEGIATAN SATKER DEKON
DAN STRUKTUR ORGANISASI SATKER DEKON

[. Ketentuan Tugas dan Tanggungjawab

A. Atasan Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
1. Tugas:

a. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas
Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terutama
pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Dekon).

b. Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Atasan Langsung
Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Satker Dekon.

c. Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah
koordinasinya kepada Menteri dalam rangka mencapai tujuan
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Renstra/Renja
Kementerian).

d. Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja gabungan
berdasarkan laporan yang diterima dari Satker Dekon kepada
Menteri cq. Sekretaris Jenderal Kementerian dengan tembusan
kepada Pejabat Eselon I terkait serta kepada Presiden melalui
Menteri Keuangan.

2. Tanggungjawab:

a. Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di
bawah koordinasinya dan menjamin tercapainya hasil (outcome)
yang telah ditetapkan dalam DIPA Dekon.

b. Bertanggungjawab kepada Menteri.

3.Dalam pelaksanaan tugas operasional Atasan Kepala Satker
Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibantu oleh Pembantu
Atasan Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
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B. Atasan Langsung Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
1. Tugas:

a.

b.

Menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif terhadap
Satker Dekon yang berada di bawah koordinasinya.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DIPA Dekon yang
diselenggarakan oleh Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).

. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

administrasi keuangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan
output Satker Dekon.

Secara berkala melakukan inspeksi umum dan inspeksi teknis ke
Satker Dekon.

Memberikan petunjuk dan arahan serta fasilitasi untuk mengatasi
permasalahan prinsip yang mungkin timbul pada Satker Dekon.
Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah
koordinasinya kepada Atasan Kepala Satker Dekon/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan kepada pejabat
Eselon-I terkait di lingkungan Kementerian dalam rangka
mencapai tujuan Renstra dan Renja Kementerian.

2. Tanggungjawab:

a.

b.

Bertanggungjawab atas terwujudnya output sesuai dengan DIPA
Dekon.

Bertanggungjawab kepada Atasan Kepala Satker Dekon/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA).

C. Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
1. Tugas:

a.

Melakukan seluruh tugas pelaksanaan Satker Dekon terutama
pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan
dalam DIPA Dekon.

Memimpin seluruh pelaksanaan rencana kerja yang telah
ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA Dekon.

Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat
Perbendaharaan Satker Dekon di bawahnya untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah
ditetapkan.

. Menetapkan struktur organisasi dan Pembantu Pejabat

Perbendaharaan Satker Dekon vyang dipimpinnya sesuai
kebutuhan.

Menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Susunan
Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan
kegiatan operasional Satker Dekon kepada Pejabat Pembuat
Komitmen, maupun kepada Pejabat Penguji Tagihan dan
Penandatangan SPM.

Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak
(Dalam hal Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
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Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
(SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat
Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM.

Menyampaikan laporan keuangan dan kinerja Satker Dekon
bulanan/triwulanan/semesteran dan tahunan kepada Gubernur
dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I terkait dan Sekretaris
Jenderal di lingkungan Kementerian.

Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Satker
Dekon kepada pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku
di lingkungan Kementerian.

Membentuk Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang
Milik Negara.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan
barang milik negara secara berjenjang kepada Gubernur dan
Pejabat Eselon I terkait di lingkungan Kementerian.

2. Tanggungjawab:

a.

b.

Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan/rencana
kerja yang tertuang dalam DIPA Dekon.

Bertanggungjawab atas semua pengeluaran Satker Dekon yang
membebani APBN.

Bertanggungjawab atas kebenaran material setiap Surat
Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya
dan akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam hal
Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).

Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan atas pencapaian
keluaran/output yang telah ditetapkan.

Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan
Barang Milik Negara Satker Dekon.

Bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran dan tertib
pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker
Dekon yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku.

D. Pejabat Pembuat Komitmen
1. Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) yaitu: '

a.

moo0 o

q

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang
meliputi: Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri
(HPS), dan Rencana Kontrak.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
Menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja.

Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa
kepada Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada
Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan
Berita Acara Penyerahan.
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. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran
dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Satker
Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap triwulan.
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh  dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Mengusulkan kepada Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) mengenai perubahan paket pekerjaan, dan/atau
perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila diperlukan.

. Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan,
konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola apabila diperlukan.
Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
(Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila
diperlukan.

. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan
perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.

. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada pimpinan instansinya.

. Mengendalikan pelaksanaan perjanjan/kontrak.

. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya
kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kepala
Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dimulai.

. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam
DIPA Dekon sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan
persetujuan Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA).

Menandatangani  Surat Keputusan yang mengakibatkan
pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi dan perjalanan
dinas).

. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana kegiatan
dengan persetujuan Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).

. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak dengan
persetujuan Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA).

. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita
Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima
Barang/Pekerjaan yang harus memuat secara lengkap identitas
pekerjaan;

. Menandatangani kwitansi pembayaran dan bukti-bukti dokumen
pengeluaran anggaran Satker Dekon, baik yang dilakukan secara
kontraktual maupun secara swakelola.

. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik LS
maupun GUP serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan
kepada Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM atas

persetujuan Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA).
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Mengajukan tagihan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
pembayaran yang membebani Uang Persediaan.

Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai
DIPA Dekon dan menyampaikannya kepada Kepala Satker
Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Atasan
Langsungnya.

2. Tanggungjawab:

a.

Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang
timbul dari Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya
yang ditandatanganinya.

. Bertanggungjawab kepada Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) atas realisasi keuangan dan keluaran/output
kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan
dalam DIPA Dekon, serta mutu keluaran/output sesuai yang
direncanakan.

E. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
1. Tugas:

a.

b.

Menerima berkas SPP UP/TUP yang disampaikan oleh Kepala
Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menerima berkas SPP LS dan GUP yang disampaikan oleh Pejabat
Pembuat Komitmen.

Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list
kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan
penerimaan SPP.

. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA Dekon untuk

memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas

pagu anggaran.

Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara

lain:

1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
orang/ perusahaan, alamat, Nomor rekening dan nama
Bank).

2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau
kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai
spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan).

3) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal
penarikan dana yang tercantum dalam DIPA Dekon serta
ketepatannya terhadap jadwal waktu  pembayaran guna
meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum
daluwarsa).

Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai
dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA Dekon
berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan
dalam kontrak.
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Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-kurangnya

dalam rangkap 6 (enam) dengan ketentuan :

1) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN
pembayar.

2) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat Penguji Tagihan
dan Penandatangan SPM.

3) Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Unit Akuntansi
Keuangan Satker Dekon.

4) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen.

5) Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN

terkait.

Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai

DIPA Dekon dan meyampaikannya kepada Kepala Satker

Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Atasan

Langsungnya.

2. Tanggungjawab:

a.

Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan penguji tagihan dan
penandatanganan SPM serta akibat yang timbul atas tindakannya
meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan
tujuan pengeluaran.

Bertanggungjawab kepada Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).

F. Bendahara Pengeluaran
1. Tugas:

a.

Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang
dilaksanakan Satker Dekon pada Buku Kas Umum (BKU), Buku
Pembantu, Buku Tambahan, serta Buku-Buku Tambahan
lainnya.

Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-
GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
(SPP-UP).

Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening
Bendahara.

Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya
yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari
terjadinya kerugian negara.

Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi
kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang
berlaku sebelum dilakukan pembayaran.

Menandatangani kwitansi pembayaran Uang persediaan dan
bukti-bukti pengeluaran lainnya.
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h. Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan
Pejabat Pembuat Komitmen untuk Belanja Barang (52); Belanja
Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK),
perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat
perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset; Belanja lain-
lain (58) dan dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang
kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan oleh
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran
honor dan perjalanan dinas.

i. Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen apabila persyaratan
pembayaran tidak terpenuhi.

J. Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan
penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut
bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya
kepada masing-masing Instansi yang terkait.

k. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan
bukti-bukti pembukuan.

2. Tanggungjawab:
a. Bertanggungjawab atas pengelolaan uang persediaan.
b. Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan
Negara yang berada dalam pengurusannya.
c. Bertanggungjawab kepada Kepala Satker Dekon/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA).

G. Petugas Unit Akuntansi Satker Dekon

1. Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
a. Tugas:

1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca
Satker Dekon sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekon (UAPPA-W
Dekon) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta
Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

b. Tanggungjawab:
1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

2) Bertanggungjawab kepada Kepala Satker Dekon/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA).
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2. Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
a. Tugas:

1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan
Laporan Kondisi Barang (LKB) Satker Dekon sesuai dengan
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna  Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data
Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat
waktu.

3) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Wilayah Dekon (UAPPBW Dekon)
beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca
secara tepat waktu.

4) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB E-1) beserta
Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara
tepat waktu.

b. Tanggungjawab:

1) Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan
LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

2) Bertanggungjawab kepada Kepala Satker Dekon/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)

Ketentuan Lain-Lain

A.

B.

C.

D.

Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak boleh
merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran.

Pejabat Pembuat Komitmen tidak boleh merangkap sebagai Pejabat

Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM maupun sebagai Bendahara
Pengeluaran.

Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM tidak boleh merangkap
sebagai Bendahara Pengeluaran.

Pejabat Perbendaharaan Satker Dekon dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Struktur Organisasi Satker Dekon

Struktur Organisasi Satker Dekon sebagaimana gambar dibawah ini.
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG MERUPAKAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN
MELALUI DEKONSENTRASI

KEBIJAKAN PELAKSANAAN
KEGIATAN DEKON PENATAAN RUANG

[. KEBIJAKAN UMUM DEKONSENTRASI BIDANG PENATAAN RUANG

A. Pembinaan penyelenggaraan penataan ruang mendukung otonomi daerah dan
penerapan prinsip-prinsip Good Governance untuk mewujudkan Indonesia yang
adil dan demokratis.

B. Pembinaan pembangunan berbasis penataan ruang di kawasan perbatasan,
daerah terisolir, daerah konflik dan daerah bencana dan rawan bencana untuk
mewujudkan Indonesia yang aman dan damai,

C. Pembinaan pembangunan berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-
pusat produksi dan ketahanan pangan, mendukung keseimbangan
pembangunan antar daerah, meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan
permukiman dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan Indonesia
yang lebih sejahtera.

II. KEBIJAKAN OPERASIONAL DEKONSENTRASI BIDANG PENATAAN RUANG
A. KRITERIA KEGIATAN YANG DAPAT DIDEKONSENTRASIKAN

1. Persetujuan substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang rencana
rinci tata ruang kabupaten/kota;
2. Pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota dan masyarakat, yang dilaksanakan melalui :
a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman
bidang penataan ruang;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan
ruang;
pendidikan dan pelatihan;
penelitian dan pengembangan;
pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
Fasﬂltas: pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
Fasilitasi pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional;
Pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di daerah
Evaluasi kinerja dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang serta
pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
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B. KRITERIA DAERAH PROVINSI YANG DAPAT MENERIMA PELIMPAHAN
WEWENANG MENTERI DI BIDANG PENATAAN RUANG

1. Memiliki Dinas Teknis dengan unit struktural yang bertanggung jawab
dalam bidang Penataan Ruang sekurang-kurangnya setingkat Eselon IV

2. Memiliki kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dekon pada tahun
sebelumnya, kecuali untuk provinsi yang mendapatkan pelimpahan
wewenang untuk pertama kali

3. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelenggarakan urusan
pemerintah bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangannya

4. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana
pendukung pelaksanaan tugas dekon yang memadai.
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C. PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN

1. Penanggung jawab program adalah Pejabat Eselon-I terkait,

2. Perencanaan dan Pemrograman dilakukan oleh unit Eselon-I terkait
dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal,

3. Untuk keperluan tersebut pada butir (2) di atas, Kepala Satker
Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat membantu, memberikan
masukan, dan usulan-usulan kegiatan yang terkait dengan perencanaan
dan pemrograman.

D. PENGANGGARAN

1. Proses penyusunan anggaran sampai terbitnya dokumen anggaran (DIPA)
yang dilaksanakan di pusat dilaksanakan oleh unit kerja Eselon-I terkait
dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal,

2. Untuk keperluan tersebut pada butir (1), Kepala Satker Dekon/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) harus membantu, mengikuti, dan menugaskan
stafnya untuk melaksanakan penyusunan dokumen penganggaran.

E. REVISI ANGGARAN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PETUNJUK
OPERASIONAL KEGIATAN (POK)

1. Proses revisi anggaran :

Proses revisi anggaran pada Satker Dekon meliputi :

a. Proses revisi anggaran di Direktorat Jenderal Anggaran,

b. Proses revisi anggaran yang memerlukan persetujuan Pejabat Eselon I,

c. Proses revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kepala Satker
Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

d. Proses revisi anggaran sebagaimana tersebut dalam butir (a), (b), dan
(c) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Revisi Anggaran yang berlaku.

2. Proses penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) awal (POK-0):

a. Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun
usulan POK sesuai dengan DIPA yang telah ditetapkan oleh Menteri
Keuangan,

Dokumen POK awal (POK-0) disahkan oleh Pejabat Eselon I,

c. Dokumen POK menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan Satker Dekon,

d. Proses penyusunan dan pengesahan Petunjuk Operasional Kegiatan
(POK) mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

3. Proses penyusunan dokumen POK revisi :

a. Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun
revisi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB)
dan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan kondisi pekerjaan;

b. Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun
usulan POK revisi sesuai perubahan pada butir (a);

c. Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan
usulan revisi POK kepada Kepala Dinas Provinsi terkait untuk
mendapat pengesahan,;

d. Setelah POK disahkan melaksanakan pekerjaan berdasarkan POK.

F. PELAKSANAAN
1. Umum

a. Satker Dekon harus dapat menjaga mutu hasil pelaksanaan pekerjaan,
sesuai dengan lingkup dan keluaran yang telah ditentukan,

b. Satker Dekon harus selalu berkoordinasi dengan unit Eselon II pembina
untuk mendapatkan metode pelaksanaan yang paling sesuai dan
optimal, guna menjamin kualitas pekerjaan,

c. Satker Dekon secara berkala menyampaikan laporan kepada Direktorat
Jenderal terkait sesuai Lampiran VII sebagai masukan dalam rangka
penilaian keluaran Satker Dekon dan penyusunan program pada tahun
berikutnya.
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2. Referensi Pelaksanaan

a.

b.
Gl

d.

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara,

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya,
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Bagan Akun Standar,
Peraturan lainnya yang terkait.

3. Rencana Kerja

a.

Satker Dekon agar memperhatikan/mentaati peraturan perundangan

yang berlaku yang berkaitan dengan persiapan, perencanaan,

pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian Satker Dekon,

dengan mengikuti prinsip:

1) Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang
disyaratkan,

2) Efektif, terarah, dan terkendali, sesuai dengan rencana program
kegiatan serta fungsi Kementerian,

3) Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan
memperhatikan kemampuan dan potensi yang ada.

. Satker Dekon harus mempunyai rencana kerja tahunan yang rinci,

komprehensif, dan akuntabel guna mewujudkan keberhasilan Satker
Dekonnya. Rencana kerja dimaksud minimal mencakup:

1) Jadwal kegiatan utama,

2) Personil yang akan melaksanakan kegiatan tersebut,

3) Prosedur pelaksanaan kegiatan,

4) Dan lainnya yang diperlukan.

4. Pengadaan Barang dan Jasa

a.

b.

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan, Kepala Satker Dekon/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) agar mempedomani peraturan perundangan
dan ketentuan yang berlaku, antara lain :

1) UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

2) PP Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi dan PP Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan
atas PP Nomor 28 tahun 2000;

3) PP Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
dan PP Nomor 59 Tahun 2010 tentang perubahan PP Nomor 29
tahun 2000;

4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,

5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

6) Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

7) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

8) Permen, Surat Edaran, dan Petunjuk Pelaksanaan lainnya yang
terkait yang masih berlaku,

Proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik

(baik semi maupun jfull e-procurement) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pelaksanaan Pekerjaan

Satker Dekon harus:

a.

Merancang sistem manajemen pelaksanaan yang sesuai dengan situasi,
kondisi, dan sumber daya yang ada pada paket/pekerjaan yang
bersangkutan, serta sistem pengendalian kualitas (quality control) yang
sesuai, sehingga hasil pekerjaan dapat dijamin sesuai dengan mutu,
biaya, dan waktu yang telah ditetapkan,

. Menyiapkan administrasi keuangan, surat keputusan dan struktur

organisasi termasuk personil pelaksana kegiatan,
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- Menyiapkan rencana kerja dengan memperhatikan ketentuan mengenai

kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan
kesempatan usaha bagi usaha kecil, lembaga swadaya masyarakat serta
masyarakat setempat,

. Melakukan konsultasi pelaksanaan pekerjaan dengan Atasan Langsung

dan Pembantu Atasan I.

Pengawasan /Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan
Satker Dekon harus:

a.

Melaksanakan pengendalian /pengawasan pelaksanaan agar
pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan lingkup dan
keluaran yang ditentukan serta tercapainya tertib administrasi,

- Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada

Atasan dan Atasan Langsung secara periodik sesuai dengan mekanisme
dan ketentuan yang berlaku,

. Menunjuk tim teknis pelaksana yang bertanggung jawab terhadap

terselenggaranya pelaksanaan pekerjaan Satker Dekon yang
dikukuhkan dengan SK Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dengan ditembuskan ke unit eselon I terkait.

Penerimaan Pekerjaan
Satker Dekon harus:

a.
b.

Membentuk Panitia Penerima Pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku,
Memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang Penerimaan Pekerjaan
sebagaimana diatur dalam Standar Dokumen Pelelangan Nasional
Pekerjaan Jasa Pemborongan, dan ketentuan lain yang terkait.

Pembayaran Hasil Pekerjaan

Panitia Lelang pada saat rapat penjelasan dalam suatu proses pelelangan
harus menjelaskan secara rinci prosedur pembayaran termasuk perkiraan
waktu pencairan dana, sehingga rekanan sudah mempersiapkan kesiapan
modal kerjanya.

PEMBINAAN TEKNIS
1

2.

Pembinaan teknis kepada Satker Dekon dilakukan oleh unit-unit kerja
terkait yang ada di Kementerian,

Untuk keperluan tersebut pada butir (1), Kepala Satker Dekon/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) harus membantu, memfasilitasi, dan
menugaskan stafnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan
teknis.

PENGAWASAN
1.

Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Satker Dekon dilakukan melalui
pengawasan melekat, pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta pengawasan
yang dilakukan oleh masyarakat.

. Untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan tersebut pada butir (1),

Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus membantu,
memfasilitasi, dan menyiapkan data/informasi yang dibutuhkan.

MONITORING DAN PELAPORAN

L

Untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan sebagai bahan pengambilan
keputusan di Tingkat Pusat, Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) harus melaksanakan pelaporan secara teratur, tepat
waktu, lengkap, dan faktual dengan mangacu pada semua
format/standar yang dikeluarkan oleh Kementerian maupun unit
Eselon I terkait;
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Dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBN, para
Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diwajibkan
menyampaikan ke UAPPA-W dan UAPPA-E1:

a. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menggunakan program SAP
dalam bentuk hard dan soft copy yang dilampiri dengan SPM yang
telah diberi cap "telah diterbitkan SP2D tanggal ............. dan nomor

b. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca enam bulanan
menggunakan program SAP yang dilampiri Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja,

c. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahunan menggunakan
program SAP yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Catatan
atas Laporan Keuangan.

Untuk menjaga mutu hasil pekerjaan Satker Dekon harus melakukan

pengarsipan, yaitu :

a. Mengarsipkan seluruh dokumen penyelenggaraan kegiatan dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

b. Mengendalikan penyedia jasa agar menyerahkan hasil peker_]aan
secara tepat waktu,

c. Memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan, agar dijamin bahwa
hasil pekerjaan tersebut adalah sesuai dengan lingkup dan
keluaran yang telah ditentukan,

J. KELEMBAGAAN

1,

Struktur Organisasi

Organisasi Satker Dekon, sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan Menteri
ini.

Manajemen Aset

Penyelenggaraan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen Sumber Daya Manusia

a. Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus
memanfaatkan SDM yang ada di lingkup tanggung jawabnya agar
dapat bekerja dengan efektif dan efisien, o

b. Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus
mengupayakan peningkatan kualitas SDM di lingkungannya
melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang
dilaksanakan oleh Kementerian.

FERRY MURSYIDAN BALDAN



LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG MERUPAKAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN
MELALUI DEKONSENTRASI

L]

KERANGKA PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN

Petunjuk Operasional Kegiatan dengan sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai
berikut: .

11

Dasar Hukum

Sub ini berisi Peraturan, Kebijakan pelaksanaan kegiatan di masing-masing
Subbidang atau unit kerja Eselon-I dan Daerah.

Pengadaan Barang dan Jasa

Sub bab ini berisi Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku Kkhusus,
misalnya Cara Pengadaan Barang dan Jasa dengan PHLN, maupun persyaratart-
persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan pengadaan.

Rencana Kerja

Sub bab ini berisi Rencana Kerja Tahunan Pelaksanaan Anggaran berdasarakan DIPA
dan Rencana Penyerapan.

Pengawasan Teknis dan Pengendalian

Sub bab ini berisi Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Pejabat Pembudt
Komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaannya termasuk Revisi Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK).

Penilaian dan Penerimaan Pekerjaan

Sub bab ini berisi Tata Cara penilaian dan Penerimaan Pekerjaan.

Pembayaran

Sub bab ini berisi Tata Cara Pembayaran. .
Pemantauan dan Pelaporan.

Sub bab ini berisi Tata Cara Pemantauan dan Pelaporan khusus yang berlaku di Unit
Organisasi.

LAMPIRAN POK :

S I R e

b

Lampiran 1 - Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

Lampiran 2 - Struktur Kegiatan Satuan Kerja;

Lampiran 3 - Lingkup Kegiatan Satuan Kerja;

Lampiran 4 - Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;

Lampiran 5 - Rencana Penyerapan Anggaran Per Output Per Akun;

Lampiran 6 - Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Per Kegiatan/ Output/Syb
Output/Komponen /Paket Pekerjaan,

Lampiran 7 - Daftar Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Wajib Dibuat dan

Dilaporkan oleh Satker Dekon.

CATATAN TENTANG PENYUSUNAN POK :

1.

2.

POK disiapkan oleh Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengé&n
mengacu kepada kerangka umum POK tersebut di atas,
3 (tiga) rekaman POK yang telah disahkan, disampaikan ke unit kerja Eselon-I terkait

dan 1 (satu) rekaman POK disampaikan ke Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan
dan KLN.
! ;

DAN TATA RUANG/
TANAHAN NASIONAL,
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MEKANISME KOORDINASI PELAKSANAAN
DEKON PENATAAN RUANG DI DAERAH

Penyelenggaraan bidang Penataan Ruang di daerah, baik yang merupakan
kewenangan Pemerintah maupun kewenangan pemerintahan daerah adalah
merupakan bagian dari pengembangan wilayah/daerah dan bagian dari
pembangunan lintas sektor di daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran

pembangunan nasional. .

Sehubungan dengan butir 1 di atas dan sejalan dengan kegiatan dekonsentrasi
khususnya kegiatan koordinasi, maka gubernur adalah pengemban fungsi
koordinasi, termasuk dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang
merupakan kewenangan Pemerintah baik berupa kegiatan-kegiatan yang
didekonsentrasikan, ditugas pembantuankan, maupun Kkegiatan yang
dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah di daerah melalui unit-unit pelaksana
teknis/balai pusat di daerah maupun yang melalui Satker Dekon.

Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di provinsi, berkewajiban

untuk berperan aktif dan mengikuti proses koordinasi yang dilaksanakan oleh
gubernur.

Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas berfungsi sebagai pelaksana harian
koordinasi membantu gubernur dan sekaligus merupakan petugas penghubung
(liason officer) kepada Direktur Jenderal terkait.

Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas provinsi terkait sebagaimana
dimaksud pada butir 4 meliputi aspek perencanaan, pemrograman, dan
pelaksanaan hal-hal yang bersifat khusus misalnya terkait penyelesaidn
masalah pembebasan lahan dan lain sebagainya.

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi oleh Kepala Dinas provinsi terkait
sebagaimana dimaksud pada butir 5, Direktur Jenderal terkait memberikan
petunjuk teknis sehingga koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan di daerah
dapat berlangsung efektif dan efisien. ¢

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 6,
Direktur Jenderal terkait melalui unit Eselon II melaksanakan fungsi
pengaturan teknis, pembinaan teknis, dan pengawasan teknis terhadap
penyelenggaraan tugas dekonsentrasi bidang Penataan Ruang di daerah.

Mekanisme koordinasi sebagaimana diuraikan di atas akan dievaluasi bersama

oleh Kepala Dinas dengan Direktur Jenderal terkait setiap tahun untuk
penyempurnaan lebih lanjut.
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II.

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG MERUPAKAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN
MELALUI DEKONSENTRASI

MEKANISME PENCAIRAN DANA

PERSIAPAN PELAKSANAAN

Penetapan Pejabat Perbendaharaan

L.

Penerbitan Surat Edaran Menteri

Setiap akhir Tahun Anggaran Menteri menerbitkan Surat Edaran tentang
Pelaksanaan Anggaran tahun berikutnya yang berisi tentang Pelaksanaan Program
dan Anggaran Kementerian termasuk menetapkan Kompetensi Teknis dan
Persyaratan Administrasi Pejabat Perbendaharaan Satker Dekon sampai dengan
mekanisme pengusulan jika diperlukan.

Penetapan Pejabat Perbendaharaan Satker Dekon

Dalam penetapan pejabat perbendaharaan Satker Dekon mengacu kepada
Persyaratan Personil Pelaksana Kegiatan Satker Dekon Kementerian Agraria Dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah ditetapkan oleh Menteri.
Pengusulan tersebut disampaikan kepada Pejabat Eselon I terkait paling lambat
pada awal bulan Desember.

Pembantu Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Dekon

Pembantu Pejabat Perbendaharaan Satker Dekon ditetapkan oleh Kepala Satker
Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan berpedoman kepada peraturan di
daerah masing-masing dengan mengacu kepada ketentuan Menteri Keuangan.
Pejabat Pelaporan

Pejabat Pelaporan ditetapkan oleh Atasan Langsung Kepala Satker Dekon/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Pejabat Eselon I terkait.

TATACARA PEMBAYARAN

Kewajiban Satker Dekon terkait penggunaan rekening Satker Dekon:

a.

Setiap Satker Dekon yang akan membuka rekening bendahara penerimaan dan/atau
bendahara pengeluaran wajib mendapat persetujuan dari KPPN setempat selaku
kuasa BUN;

Terhadap rekening bendahara penerimaan dan/atau rekening bendahara
pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum Peraturan Menteri
Keuangan nomor 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007, harus dimintakan
persetujuan ke KPPN setempat selaku kuasa BUN.

Pelaksanaan pembayaran APBN pada Satker Dekon terdiri dari pembayaran melalui Uang
Persediaan (UP) dan pembayaran secara Langsung (LS), dengan tahapan :

a.

Pengajuan SPP oleh Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat
Pembuat Komitmen;

Penerbitan SPM oleh Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM;

Penerbitan SP2D oleh Kepala KPPN terkait.

Jenis Pembayaran

1. Pembayaran Melalui UP
Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang
bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya
untuk membayar kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.
Jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP yaitu:
a. Belanja Barang (52);



e

b. Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK),
perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan
pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung
dalam rangka perolehan aset.

c. Belanja lain-lain (58)

Diluar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat

oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya

berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan

perjalanan dinas.

UP dapat diberikan dalam batas-batas shb:

a. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang
dijjinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta
rupiah);

b. 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja
yang dijjinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 100.000.000 (seratus juta
rupiah) untuk pagu diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

c. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja
yang dijjinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus
juta rupiah) untuk pagu di atas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus
juta rupiah);

d. 1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja barang
dan belanja lain-lain yang dijjinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 6.000.000.000
(enam miliar rupiah)

Pengisian kembali UP tersebut dapat diberikan apabila dana UP telah
dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang diterima.

Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk
pemegang uang muka (PUM) yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran dapat membagi UP kepada beberapa PUM dan apabila
diantara PUM telah merealisasikan penggunaan UP-nya sekurang-kurangnya
75%, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengajukan
GUP bagi PUM berkenaan tanpa menunggu realisasi PUM lainnya yang belum
mencapai 75%.

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan Satker Dekon
memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, maka Satker Dekon
tersebut dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Pembayaran Langsung (LS)

Pembayaran langsung dilakukan untuk keperluan pembayaran yang
pelaksanaannya dilakukan oleh rekanan/pihak ketiga dan atau atas pembayaran
dalam rangka pengadaan Barang/Jasa yang nilainya ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

B. Mekanisme Pembayaran
Mekanisme pembayaran meliputi :

a.

b.

Pembayaran melalui UP.
Pembayaran LS.

Pembayaran dengan UP/TUP/GUP dan LS melalui tahapan proses sebagai berikut :

A.

B
C.
D

Proses Pengajuan SPP;

Proses Pengujian SPP dan Penerbitan SPM;
Proses Penerbitan SP2D oleh KPPN;

Proses Penyelesaian Tagihan.



A. Proses Pengajuan SPP
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan oleh Kepala Satker
Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau dapat didelegasikan kepada
Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan dan disampaikan kepada Pejabat Penguji Tagihan dan
Penandatangan SPM.
Format SPP (format 1) dan kelengkapan persyaratan diatur sbb :
1) SPP- UP/TUP/GUP
a) SPP UP
SPP UP merupakan surat pernyataan dari Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan bahwa UP
tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut
ketentuan harus dengan LS.
Persyaratan pengajuan SPP-UP :
Permohonan yang diisi oleh Bendahara Pengeluaran dilampiri
daftar rincian penggunaan UP;
v Daftar Rincian Penggunaan UP kebutuhan 1 (satu) bulan yang
bersifat mengikat dan penggunaannya sesuai rencana;
v' Surat pernyataan bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus LS;
v Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.

b) SPP TUP
SPP TUP merupakan rincian penggunaan dana tambahan uang
persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat
Komitmen bahwa dana dimaksud untuk kebutuhan mendesak.
Persyaratan SPP TUP sebagai berikut :
Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan
dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen.
v" Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat
Pembuat Komitmen bahwa :
¢ Dana tambahan UP tersebut akan digunakan untuk
keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu
satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;
e Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke
Rekening Kas Negara;
¢ Dana TUP tidak untuk membiayai pengeluaran yang
seharusnya dibayarkan secara langsung.
v Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.

c) SPP-GUP

Persyaratan Pengajuan SPP-GUP yang diperlukan:

v' Kuitansi/tanda bukti pembayaran (format 2)

v Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (format 3).

v' Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah dilegalisir oleh Kuasa

Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen.
2) SPP untuk pengadaan Tanah

Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan
melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Apabila tidak mungkin
dilaksanakan melalui mekanisme LS, dapat dilakukan melalui UP/TUP.
Pengaturan mekanisme pembayaran adalah sbb:
a) SPP-LS (pembayaran langsung)

v' Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya

lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/ kota;

v" Fotocopy bukti kepemilikan tanah;

v Kuitansi;

v" SPPT PBB tahun transaksi;

v' Surat persetujuan harga;

v Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam
sengketa dan tidak sedang dalam agunan;

v' Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli di hadapan
PPAT;

v’ SSP PPh final atas pelepasan hak;

v

Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).



3)

b)

SPP-UP/ TUP

v’ Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) hektar
dilengkapi persyaratan daftar nominatif pemilik tanah yang
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (PA).

v Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar
dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah di
kabupaten/kota setempat dan dilengkapi dengan daftar nominatif
pemilik tanah yang ditandatangani oleh Kuasa PA dan diketahui
oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT).

v Pengadaan tanah yang pembayarannya dilakukan melalui UP/
TUP harus terlebih dahulu mendapat ijin dispensasi dari Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sedangkan besaran uangnya

harus mendapat dispensasi UP/TUP sesuai ketentuan yang
berlaku.

SPP - LS
Dalam mengajukan SPP-LS diperlukan dokumen sebagai berikut :

a)

Belanja Pegawai:
v' Kuitansi (format 4);
v Daftar Belanja Pegawai Gaji, Lembur, Vakasi (Honor tetap dan
tidak tetap);
v' Surat Setoran Pajak (SSP).
Dalam pengajuan SPP-LS belanja pegawai untuk:
v' Pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/gaji
terusan/uang duka wafat/tewas, dilengkapi dengan :
» Daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/gaji
terusan/uang duka wafat/tewas;
e SKCPNS
e SKPNS
e SK Kenaikan pangkat
¢ SKjabatan
» Kenaikan gaji berkala
e Surat pernyataan pelantikan
e Surat pernyataan masih menduduki jabatan
e Surat pernyataan melaksanakan tugas
e Daftar keluarga (KP4)
* Fotocopi surat nikah
e Fotocopi akte kelahiran
e SKPP
Daftar potongan sewa rumah dinas
Surat keterangan masih sekolah/ kuliah
Surat pindah
Surat kematian
SSP PPh pasal 21
Kelengkapan  dokumen di atas digunakan sesuai

peruntukannya
v' Pembayaran lembur harus dilengkapi dengan :
e Daftar pembayaran perhitungan lembur yang

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Satker
Dekon yang bersangkutan.

e Surat perintah kerja lembur

* Daftar hadir kerja

e Daftar hadir lembur

e SSP PPh pasal 21

v Pembayaran honor/Vakasi harus dilengkapi dengan:

e Surat keputusan pemberian honor/ vakasi

e Daftar pembayaran perhitungan honor/ vakasi yang
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Satker
Dekon yang bersangkutan

e SSP PPh pasal 21



b) Non Belanja Pegawai
v Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa

Surat Permintaan Penawaran (format 5);

Surat Penawaran Harga (format 6);

Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi, dan Negosiasi Teknis dan
Harga (format 7);

Usulan Penetapan Calon Pemenang Penyedia Barang dan Jasa
(format 8);

Surat Penetapan Pemenang (format 9);

Surat Perintah Kerja/Kontrak yang mencantumkan nomor
rekening rekanan (format 10);

Surat Perintah Mulai Kerja (format 11);

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (format 12);

Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (format 13);
Permohonan Pembayaran (format 14)

Berita Acara Pembayaran (format 15);

Faktur Pajak beserta SSP (format 16 dan 17)

Jaminan Bank (untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan
kontrak). (format 18)

Ringkasan Kontrak (format 19 dan 20).

v Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa

Bukti Tagihan Daya dan Jasa (kuitansi dan daftar).

Nomor Rekening pihak ke Tiga (antara lain : PLN, PAM,
Telkom).

Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan Jasa belum
dapat dilakukan secara LS, maka Satker Dekon yang
bersangkutan dapat melakukan pembayaran melalui UP

v Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas

Uang Muka/Panjar

» Surat Perintah Tugas

» Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

» Kuitansi perjalanan Dinas

» Daftar rincian perjalanan dinas

SPPD Rampung

~ Surat Perintah Tugas (SPT)

Daftar Rincian Perjalanan Dinas

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Kuitansi

Tiket  transportasi, dari tempat kedudukan ke
terminal/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang (PP)
Tiket trasportasi dari
terminal/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan
Pergi Pulang (PP)

Tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket
kereta, tiket kapal laut, tiket bis

Bukti transportasi moda lainnya

Bukti pembayaran hotel/penginapan

Daftar pengeluaran riil

Daftar nominative

Apabila SPPD rampung dengan mekanisme
pembayarannya dilakukan secara LS, maka uang
muka/panjar sebagaimana disebutkan di atas tidak
berlaku.

o

VYV VVY

Y v

VVVY

B. Proses Pengujian SPP dan Penerbitan SPM
Setelah menerima SPP, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
dengan mekanisme sebagai berikut:

1;

Penerimaan dan Pengujian SPP.

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check
list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan
penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP
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berkenaan, selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP
dimaksud kepada Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM.
Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM melakukan pengujian
atas SPP sebagai berikut:

a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran,;

c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja
yang dicapai dengan indikator keluaran;

d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:

1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank serta
NPWP);

2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau
kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi
teknis yang tercantum dalam kontrak);

3) Jadwal waktu pembayaran.

e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai
dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan
dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap SPP maka:

a. apabila berkas SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen/Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
tidak memenuhi persyaratan maka SPP tersebut dikembalikan
selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak diterimanya SPP

b. apabila berkas SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen/Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
memenuhi persyaratan maka diterbitkan SPM selambat-lambatnya 2
hari kerja sejak diterimanya SPP.

Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP - UP/ SPP-TUP/ SPP-GUP/

SPP-LS maka Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM

menerbitkan SPM-UP/ SPM-TUP/ SPM-GUP/ SPM-LS dalam rangkap 6

(enam):

a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN;

b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat Penguji Tagihan dan
Penandatangan SPM;

c. Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Unit Akuntansi
Keuangan;

d. Lembar kelima disampaikan kepada Bendahahara Pengeluaran;

e. Lembar keenam disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

C. Proses Penerbitan SP2D oleh KPPN

Setelah diterbitkan SPM UP/TUP/GUP/LS oleh Satker Dekon, SPM tersebut
dikirim ke KPPN untuk diterbitkan SP2D dengan prosedur sebagai berikut :

L.

Berkas SPM disampaikan oleh Satker Dekon kepada KPPN untuk diteliti
kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;

Berkas SPM dimaksud terdiri dari:
a. Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai:

1) Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji/lembur/honor dan
vakasi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;

2) Surat-surat keputusan kepegawaian dalam hal ini terjadi
perubahan pada daftar gaji;

3) Surat Keputusan Pemberian honor/vakasi dan SPK lembur;

4) Surat Setoran Pajak (SSP)
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b. Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai:
1) Resume Kontrak/ SPK atau daftar nominatif perjalanan dinas;
2) SPTB;
3) Faktur pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak)

c. Untuk keperluan pembayaran TUP :
1) Rincian rencana penggunaan dana
2) Surat dispensasi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan untuk TUP diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus

juta rupiah);

3) Surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat

Pembuat Komitmen yang menyatakan bahwa :

a) Dana tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan
mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan
terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;

b) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening
Kas Negara;

c) Dana TUP tidak untuk membiayai pengeluaran yang
seharusnya dibayarkan secara langsung.

d. Untuk keperluan pembayaran GUP :
1) SPTB
2) Faktur pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak)

3. Setelah berkas SPM diterima, kemudian dilakukan pengujian SPM oleh

Petugas Penguji SPM yang meliputi Pengujian Substansi dan Pengujian
Formal.

D. Proses Penyelesaian Tagihan
Proses dan batas waktu penyelesaian tagihan mulai dari pengajuan tagihan
yang lengkap dan lunas dari penerima Hak kepada KPA sampai dengan
penerbitan SPM dan penyampaiannya ke KPPN, mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan
atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker Dekon.
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Format-1

FORMAT : SPP UP/TUP UNTUK SELURUH SATKER

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : (1) Nomer : (2)
Sifat Pembayaran | (3) | —> Jika diisi {1) UP atau (2) TUP
Jenis Pembayaran —> Jika diisi {4) Pengeluaran Transito
1 Kementerian/ o - ] 7 Kegiatan 1
Lembaga 8 Kode Kegiatan (12)
2 Unit Organisasi . ()] 9% Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program (13)
3 samerTepPusa BanUPTSWT - (7) 10 Kewenangan Pelzksanaan {14)
4 Lokasi : {8
5 Tempat - &)
6 Alamat © {10)
Kepada
Yth. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar
Satker Tetap Pusat, BalalUPT, SNVT. ... (158} ...
PR ) e A |
Bedasarkan DIPA {17} ..... . Nomor: ....._{1B) ._............. tanggal .(19)........... bersama ini kami ajukan permintaan
pembayaran sebagai berikut ©
1 Jumiah pembayaran yang dimintakan dengan angka {20
dengan huruf 21)
2 Untuk keperduan 22)
3 Jenis Belanja 123)
4 Atas nama 124)
5 Alamat (25)
6 Mempunyai rekening 126])
Nomor rekening {27}
7 Homor dan Tanggal SPK/konirak 128)
8 MNilai SPK/Kontrak Rp. (29)
9 Dengan Pejelasan
I. KEG. QUTPUTISUB OUTPUT PAGU SPP/SPM SPP INI JUMLAH SISA
No. DAN AKUN BERSANGKUTAN DALAM s.d. YANG sd. SPP INI DAMA
Urut [ll. SEMUA KODE KEGIATAN DIPAS(31) ... LALU
DALAM DIPA {30) ....... (Rp.) (Rp.) {RpJ) (Rp.) (Rp.}
1 2 3 4 5 6 =4+5 7
1 KEG. OUTPUTISUB
QOUTPUT DAN AKUN
{32 (33) 24) (35) (38) (37}
JUMLAH | (38) (39) {40) (41) (42)
1] SEMUA KEGIATAN
{43) (44) 45) (46) (47) 148)
JUMLAH 11 {49) (50) {51) {52) (53)
UANG PERSEDIAAN
Dokumen Surat Bukt
LAMPIRAN Pendukung.. (54). Berkas Pengeluaran (55) . Lembar I:ISYS ~..{58}.... Lembar
Dirima oleh penguji SPP/penerbit SPM Mengetahui : Jabatan, tanggal seperti di atas
Salieer:.onanis s 45T Ka Satker . . {59} Bendahara Pengeluaran
Padatanggal ........... (58) Satker .................(60)
NIP. NIP. NiP.




PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

NOMOR URAIAN ISIAN

{ + ) |Disitanggal Penerbitan SPP

(2 ) |Diisi nomor Penerbitan SPP

{ 2 ) [Dipilih salah satu 1 =UP, 2=TUP, 3=GUP, 4 = L5, 5= Gl Nihil, 6 = GU Penggant RK {untuk GU Nihil Rekening Khusus satker,
satu SPP diterbitkan 2 SPM yaitu - SPM Nihil dan SPM Pengganti, 7= LS Bendahara.

( 4 ) |Dipitih salah salu 1 = Pengeluaran Anggaran (PA), 2 = Pengembalian Uang Mata Anggaran (PUMA), 3 = PFK, 4 = Peng. Transito,
5 = Perth. RK, & = Pembetulan Pembukuan

(5 ) |Disinama kode Kementerian/Lembaga vang hersangkutan.

( & ) |Diisi nama kode Unit Eselon | Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

(7 ) |Diisi nama kode satker yang bersangkutan

( & ) |Disinama kode Provinsi satke yang bersangkutan

{ ¢ ) |Diisi nama kode kota/kehupaten satker yang hersangkutan

{ to ) |Diisi alamat satker yang bersangkutan.

( 1 ) |Disinama kegiatan yang bersangkutan.

{ 12 ) |Disi kode kegiatan yang bersangkutan.

{13 ) |Diisi kode fungsi, sub fungsi dan program yang bersangkuian.

(1% ) |Disi kode : (KD) untuk Kantor Daerah, {KP) Kantor Pusat, {DK) Dekonsentrasi, (PB) Pembantuan,

{15 ) |Dusi nama satker yang bersangkutan

(18 ) |Disi nama kota/ kabupaten satker yang bersangkutan.

{7 ) |Disijenis dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/DIPPISKPA/SKO atau dokumen yang disamakan)

{_:2 ) |Disinomor dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/DIPPISKPAISKO atau dokumen yang disamakan)

{ g ) |Disitanggal penerbitan dokumen anggaran

{ 2o ) |Disijumiah dana yang diminta dengan angka

{ 21 ) |Diisi jumiah dana yang diminta dengan huruf

{ zz ) |Diisi keperluan pembayaran

{ 23 ) |Diisi jenis belanja bersangkutan (belanja pegawaibelanja barang/belanja modal/ gst)

{ 2+ ) |Diisi nama pihak penerma pembayaran

{ 25 ) |Disi alamat pihak penerima pembayaran

{ 28 ) |Diisi nama Bank tempat rekening pihak penerima pembayaran

{ 27 ) |Dusinomor rekening pihak penerima pembayaran

{ 2e ) |Diisi nomor dan tanggal SPK/kontrak yarg giajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS}

(20 ) |Disinilai SPK/kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS)

{ 20 ) |Disi sama dengan nomer 17

{ 21 ) |Diisi sama dengan nomor 17

{ 32 ) |Disi kode kegiatan, out put/sub out put dan AKUN yang bersangkutan

{ 23 ) |Diisi angka pagu masing-masing AKUN dalam satu Qut put/Sub out put.

{3+ ) |Diisi akumulasi nilai SPP/SPM yang telah diajukan.

( 25 ) |Diisidengan nilai SP yang diajukan saat ini.

{ 38 ) |Dusi penjumlahan nilai kolom 4 dan kolom 5

( 37 ) |Dusi hasil pengurangan nilai kolom 3 dengan kclom 6

{ 238 ) |Dusijumiah nomor unit | pada kolom 3

{ 2g¢ ) |Disijumiah nomor urut | pada kolom 4

{ 40 ) |Diisi jumiah nomor unt | pada kolom 5

{ 41 )} |Diisi jumlah nomor unt | pada kolom 6

(42 ) |Diisi jumiah pomor urut | pada kolom 7

{ 43 ) |Diisi kode semua kegiatan dalam (DIPA/DIPPISKPA/SKO atau dokumen yang disamakan)

{ 44 } |Diisi pagu semua kegiatan dalam dokumen anggaran (DIPA/DIPP/SKPAISKO atau dokumen yang

( 45 )} |Diisi kumuiatii jumiah semua kegiatan sampai dengan SPP iri

{ 48 ) |Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat v

{ 47 ) |Diisi jumiah kumulatif seluruh kegiatan

( 48 ) |Duisi sisa dana saluruh kegiatan

{ 4g ) |Disi jumiah nomor urut |l pada kolom 3

(50 ) |Disi jumiah nomor unit || pada kolom 4

{ &1 } |Diisi jumizh momor unit || pada kolom 5

( 52 ) |Disijumiah nomor urut Il pada kelom 6

{ 53 ) |Diisi jumiah nomor urut H pada kolom 7

{ 54 ) |Disi jumiah lampiran dokumer pendukung yang diperiukan.

{ &5 ) |Diisi jumiah surat bukti pengeluaran yang diperiukan.

( sa ) |Diisijumian lampiran surat tanda setoran {SPP/SSBR)

(57 ) |Disinama satker penguji SPP/penerbit SPM serta NIP

(=& )} |Disitanggal penerimaan SPP

( ss ) |Disinama Satker Ka. Satker Tetap Pusat/Satker BalaifSNVT/SKPD Dekon-TP serta NIP

{ &0 ) |Dusinama satker/bendahara pengeluaran seria NIP
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Format-2

FORMAT : SPP GUP/LS BENDAHARA UNTUK SATKER DEKON

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal - (1)
Sifat Pembayaran
Jenis Pembayaran

Nomaor © (2)
(3) | == Jika cliisi {4} LS
| (4) | —> Jika diisi {3} Pambayaran Fihak Ketiga

1 Kementerian/ : (5 7 Kegiatan 5 (11}
Lembaga B Kode Kegiatan : (12}
2 Unit Organizasi > (B) § HKode Fungsi, Sub Fungsi, Program : (13}
3 SatkerBalsifUPT, SNVT : (7) 10 Kewenangan Peiakeanaan : (14}
4 Lokasi : (8
5 Tempat 9
6 Alamat T (10)
Kepada
Yth. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar
Satker BalaifUPT, SNVT...{(15) ... ...
L (ERUU ) B e
Bedasarkan DIPA/ (17) ...... Nomor: ... (18} ...............1anggal .(19)........... kersama ini kami ajukan permintaan
pembayaran sebagai benkut |
1 Jumlah pembayaran yang dimintakan dengan angka 20
dengan huruf 21)
2 Untuk keperduan : 22)
3 Jenis Belanja D23
4 Atas nama  (24)
5 Alamat : (29)
6 Mempunyai rekening : {26)
: Nemor rekening (27)
7 MNomor dan Tanggal SPK/kontrak : (28)
8 Nilai SPK/Kontrak : Rp. {29)
9 Dengan Pejelasan
. KEG. QUTPUT/SUB QUTPUT PAGU SPPISPM SPP NI JUMLAH SISA
No. DAN AKUN BERSANGKUTAN DALAM s.d. YANG sd. SPP INI DANA
Urut |Il. SEMUA KODE KEGIATAN DIPA/ (31) ... LALU
DALAM DIPA (30) ... (Rp.) (Rp.} (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 =445 T
1 KEG. OUTPUTISUB
QUTPUT DAN AKUN
(32) (33) (34) {35} (36) (37)
[
|
i
JUMLAH | (38) {39) (40) 41) (42) |
i SEMUA KEGIATAN
(43) (44) {45} (48} (47} (48}
JUMLAH 1 {49) (50) {51) (52) (53)
UANG PERSEDIAAN
Dokurmnen Surat Bukt
LAMPIRAN Pendukung.. (54), Berkas Pengeluaran (55) ...  Lembar I:[STS ...|56}.... Lembar
Dirima oleh penguji SPP/penerbit SPM Jabatan, tanggal seperti di atas
Satker Batal/UPT, SNVT/SKPO Dekon-TP. .. {57}
Padatanggal ... (S8) Ka. Satker ... (B1) PPK ... . (60} Bendahara. . _ {59)
MIP NIP NIP. NIP.




i D

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

NOMOR

URAIAN ISIAN

-
=1
foe

Diisi tanggal Penerbitan SPP

(5]
b

Diisi nomor Penerbitan SPP

( 3 ) Dmpilhsalahsatu1=UP 2=TUP,3=GUP, 4=L5, 5=GU Nihil, 5= GU Pengganti RK {(untuk GU Nihil Rekening Khusus satker,
satu SPP diterbitkan 2 SPM yaitu : SPM Nibil dan SPM Pengganti, 7= LS Bendahara.

{ 4 ) Dpilih salah satu 1 = Pengeluaran Anggaran (PA), 2 = Pengembalian Uang Mata Anggaran {PUMA). 3 = PFK_4 = Peng. Transito,
5 = Perth. RK, € = Pembetulan Pembukuan.

(5 ) Disinama kode KementerianiLembaga vang barsangkutan.

{8 ) Disinama kode Unit Eselon | KementerianiLembaga vang bersargkutan.

(7 ) Disinama kode satker yang bersangkutan

{ 8 ) Disinama kode Provinsi satke vang bersangkutan

(e ) Disinama kode kota/kebupaten satker yang bersangkutan

( :0 ) Diisialamat satker yang bersangkutan.

( 1t ) Diisi nama kegiatan yang bersangkutan.

{ 12 ) Diisi kode kegiatan yang bersangkutan.

{ 13 ) Diisikode fungsi, sub fungsi dan program yang bersangkutan.

( 4 ) Disikode : (KD) untuk Kantor Daerah, (KP) Kantor Pusat, (DK) Dekonsentrasi, (P8) Pembantuan,
{DS) Desentralisasi.

{ 15 ) Diisi nama satker vang bersangkutan.

( 18 ) Disi nama kota/ kabupaten satker yang bersangkutan.

( 17 ) Diisijenis dokumen anggaran yang digunakar {DIPA/DIPP/SKPA/SKO atau dokumen yang disamakan)

( & ) Diisi nomor dokumen anggaran yang digunakan {DIPA/DIPP/SKPA/SKO atau dokumen yang disamakan)

{ 1@ ) Dusitanggal penerbitan dokumen anggaran

(20 ) Diisijumiah dana yang diminta dengan angka

{ 21 ) Disijumiah dana yang diminta dengan huruf

{ 22 ) Disi keperluan pembayaran

( zz ) Diisijenis belanja bersangkutan {belarja pegawaifbelanja barang/belanja modal/ dst)

[ 24 ) Disinama pihak penerima pembayaran

{ 25 ) Dusialamat pihak penerima pembayaran

( 26 ) Diisinama Bank tempat rekening pihak penerima pembayaran

(27 ) Disi nomor rekening pihak penerima pembayaran

{ ze ) Disinomeor dan tanggal SPK/kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS)

(20 ) Disinilai SPK/kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS)

( 30 ) Diisi sama dengan nomaor 17

( 31 ) Diisisama dengan nomor 17

{ 22 ) |Disi kode kegiatan, out put/sub out put dan AKUN yang bersangkutan

(33 ) |Disi angka pagu masing-masing dalam satu AKUN out putiSub out put

{ 34 ) Diisi akumulasi nilai SPP/SPM yang telah diajukan.

( 35 ) Diisi dengan nilai SP vang diajukan saat ini.

{ 38 ) Disipenjumiahan nilai kolom 4 dan kolom 5

( 37 ) Disi hasil pengurangan nilai kolom 3 dengan kolom 6

{ 38 ) Diisi jumiah nomor unut | pada kolom 2

{ =3¢ ) Diisijumiah nomor unut | pada kolom 4

{ 40 ) Diisi jumiah nomor unst | pada kolom &

(41 ) Diisi jumiah nomor urut | pada kolom €

(42 ) Disijumiah nomor unut | pada kolom 7

( 43 ) Disi kode semua kegiatan dalam {DIPA/DIPPISKPA/SKO atau dokumen yang disamakan)

{ 44 ) Disipagu semua kegiatan dalam dokumen anggaran (DIPA/DIPF/SKPAISKO atau dokumen vana disamakan)

{45 ) Dusikumulatif jJumiah semua kegiatan sampai dengan SPP ini

(46 ) Disidengan nilai SPP yang digjukan saat ini

(47 ) Disi jumiah kumulatif seiuruh kegiatan

(48 ) Disisisa dana seluruh kegiatan

{ 48 ) Disijumizh nomor una |f pada kolom 3

{ so0 ) Disijumiah nomor unst || pada kolom 4

(&1 ) Diisijumniah nomor urut | pada kolom 5

(52 ) Diisijumiah nomor uns [| pada kolom 6

(53 ) Diisi jumiah nomor unat |l pada kolom 7

{54 ) Disijumiah lampiran dokumen pendukung yang diperiukan.

(55 ) Diisi jumiah surat bukti pengeluaran yang diperiukan.

( =8 ) Dusijumiah lampiran surat tanda setoran (SPP/SS8P)

{57 ) Disi nama satker/penguii SPP/penerbit SPM

( 58 ) Diisi tanggat penerimaan SPP

{ 58 ) Diisi nama satker Ka. Satker dan nama & NIP bendahara

{80 ) [Diisi nama out put dan nama Pejabat PPK serta NIP

{ )

Diisi nama satker Ka. Satker dan nama Ka_ Satker seria NIP
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Format-3

FORMAT : SPP LS PIHAK KE-III UNTUK SATKER DEKON

Tanggal - (1) Nomor - (2)
Sifat Pembayaran Jika diisi (7) LS
Jenis Pembayaran [ (4) |Jika diisi (3) Pihak ke I

1 Kemenierian/ C (5 T Kegiatan 1 (1)
Lembaga 8 Kode Kegiatan : (12}
2 Unit Organisasi (1] 9 #Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program 2 (13)
3 BalalfUPT, SNVT I v 10 Kewenangan Psiaksanaan 2 (14)
4 Lokasi © {B)
5 Tempat {9
€ Alamat (10}
Kepada
Yth. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar
BalalfUPT, SNVT ... . {15} ...
df L 18)
Bedasarkan DIPA/ (17) ... Nomeor ... {18) ... tanggal .{19) .. . bersama ini kami ajukan permintaan

pembayaran sebagai berikut ©

1 Jumilah pembayaran yang dimintakan . dengan angka E (20)
dengan huruf Y {21)
2 Untuk keperiuan T (22}
3 Jenis Belanja {23
4 Atas nama s (24)
5 Alamat : {29)
6 Mempunyai rekening : {26)
© Nomor rekening : {27)
7 MNomeor dan Tanggal SPK/&kontrak - (28)
& Nilai SPK/Kontrak : Rp. (29)
9 Dengan Pejelasan
|. KEG. OUTPUT/SUB OUTPUT PAGU SPPRISPM SPPINI JUMLAH SiSA
Mo. DAN AKUN BERSANGKUTAN DALAM s.d. YANG sd. SPP NI DANA
Unat |Il. SEMUA KODE KEGIATAN DiPAS (31) ... LALU
DALAM DIPA (30) ... (Rp.} (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 B =4+5 7

| KEG. OUTPUTISUB
CQUTPUT DAN AKUN

{32) (33) {34} (35) {38) (37)

JUMLAH | (38) (39) (40) (41) (42)

i SEMUA KEGIATAN

{43) (44) (43) (46) 47] (48}

JUMLEH 1l 39) (z0) [51) (52) (53)
UANG PERSEDIAAN

Dokumen Surat Bukt
LAMPIRAN :l Pendukung.. (54). Berkas I:' Pengeluaran (55) ...  Lembar DSTS ....{58).... Lembar

Dirima olsh penguji SPP/penerbit SPM Mengetahui - Jabatan, tanggal seperti di atas
Satker............_..._ (5T Ka. Satker.. .. (59) 24 =, GRS (60)
Padatanggal . ... (58)

NP NIP NIP.
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

NOMOR URAIAN ISIAN

(_+ ) |Diisitanggal Penerbitan SPP

(2 ) |Diisi nomor Penerbitan SPP

( 3 ) |Dipiih salah satu 1=UP, 2=TUP,3=GUP 4 =LS 5= Gl Nihil, 6 = GU Pengganti RK (untuk GU Nihil Rekening Khusus satker,
satu SPP diterbitkan 2 SPM yaitu © SPM Nihil dan SPM Pengganti, 7= LS Bendahara.

( 4 ) |Dipilih salah satu 1 = Pengeiuaran Anggaran (PA), 2 = Pengembalian Uang Mata Anggaran (PUMA}, 3 = PFK, 4 = Peng. Transio,
5 = Perth. RK, 6 = Pembetulan Pembukuan.

(5 ) |Diisi nama kode Kementenan/Lembaga yang barsangkutan.

(& ) |Diisi nama kode Unit Eselon | Kementerian/l embaga yang bersangkutan.

(7 ) [Diisinama kode yang bersangkutan

{ & ) |Diisi nama kode Provinsi yang bersangkitan

( @ ) [Dusinama kode kota/kebupaten yang bersangkutan

( 10 ) |Disi alamat yang bersangkutan.

(1 ) |Disi nama kegiatan yang bersangkutan.

{ 12 ) |Diisi kode kegiatan yang bersangkutan.

( 13 ) |Diisi kode fungsi, sub fungsi dan program yang bersangkutan.

{ % ) |Diisi kode : (KD} untuk Kantor Daerah, (KP) Kantor Pusat, (DK) Dekonsentrasi, (PB) Pembantuan,
(DS) Desentralisasi.

{ 15 ) |Diisi nama yang bersangkutan.

( 8 } |Diisi nama kota/ kabupaten yang bersangkutan.

(17 ) [Diisijenis dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/DIPPISKPA/SKO atau dokumen yang disamakan)

(18 ) |Diisi nomor dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/DIPPISKPA/SKQ atau dokumen yang disamakan)

(18 ) |Diisi tanggal penerbitan dokumen anggaran

{ zo ) |Diisijumiah dana yang diminta dengan angka

{ 21 ) |Diisi jumiah dana yang diminta dengan huruf

( 22 ) |Diisi keperiuan pembayaran

( 23 ) |Diisijenis belanja bersangkutan (belanja pegawai'belanja barang/belanja modai/ dst)

( 24 ) |Disinama pihak peneima pembayaran

{ 25 ) |Diisi alamat pihak penerima pembayaran

( 28 ) |Diisi nama Bank tempat rekening pihak penerima pembayaran

( 27 ) |Diisi nomor rekening pihak penerima pembayaran

{ 2z& ) |Diisi nomor dan tanggal SPK/kontrak yang diaiukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS)

{ 26 ) |Diisi nilai SPK/kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS)

( =20 ) |Diisi sama dengan nomar 17

{ 21 ) |Diisi sama dengan nomor 17

( 3z ) |Diisi kode kegialan, out put/sub out put dan AKUN yang bersangkutan

( 2= ) |Diisi angka pagu masing-masing AKUN dalam satu Out put/Sub out put.

{ 24 ) |Diisi akumulasi nilai SPP/SPM yang telzh diajukan.

{ 28 ) |Diisi dengan nilai SP yang diajukan saat ini.

{ 2e ) |Diisi penjumliahan nilai kolom 4 dan kolom 5

{37 ) [Diisi hasil pengurangan nilal kelom 3 dengan kolom &

(_=2a ) |Diisi jumiah nomor urut | pada koiom 3

{ 2e¢ ) |Diisijumiah nomor urut | pada kolom 4

{ 40 ) |Dusijumiah nomor urut | pada kalom 5

{ 41 ) |Diisi jumiah nomor urut | pada kolom 6

{ 42 ) |Diisi jumiah nomor urut | pada kolom 7

{ 43 ) |Diisi kode semua kegiatan dalam (DIPA/DIPP/SKPA/SKO atau dokumen yang disamakan)

(44 ) |Diisi pagu semua kegiatan dalam dokumen anggaran (DIPA/DIPP/SKPA/SKD atau dokumen yang disamakan)

( 45 ) |Diisi kumulatif jumlah semua kegiatan sampai dengan SFP ini

( 48 ) |Diisidengan nilai SPP yang diajukan saat ini

{ 47 ) |Diisi jumiah kumulatif seluruh kegiatan

{ 4s ) |Diisi sisa dana seluruh kegiatan

{ 4e ) |Diisi jumiah nomor urut || pada kolom 3

( =0 ) |Diisi jumiah nomor urut |l pada kolom 4

{ =51 ) |Diisijumiah nomor urut il pada kolom 5

( =2 ) |Diisi jumiah nomor urut Il pada kolom 6

( 53 ) |Diisi jumiah nomor urut il pada kolom 7

{ =4 ) |Diisijumiah lampiran cokumen pendukung vang diperiukar.

( =55 ) |Diisi jumiah surat bukti pengeluaran yang dipseriukan.

{ =e ) [Diisijumiah lampiran surat tanda setoran (SPP/SSBP)

{ 57 ) |Diisi nama BalaVUPT, SNVT penguji SPP/penerbit SPM

( s8 ) |Diisitanggal penerimaan SPP

( s¢ ) |Disinama satker, nama ka. Satker serta NIP

{ &0 ) |Diisi nama output dan Pejabat Pembuat Komitmen serta NIP
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FORMAT 2 A
Format untuk Bendahara Pengeluaran

KUITANSI UP

TA : (1)
Nomor Bukti: (2)
MAK: (3)
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen

SATKER DEKON....... (4)

Jumlah Rp.

uang B T (5)

Terbilang AT o ML LYY | RSN PE SRS ) 0w 1, o 0% (6)

I i+ e e

PEINBAVATALY 5 sveldetnhinmnsnnsssvusonosssssmsssn sy aesses o sons (7)

Tempat/Tgl......cso0evis (8)

Jabatan Penerima Uang
T.Tangan dan stempel

(9)
(Nama Jelas)

Setuju dan lunas dibayar Tgl. ......
Yang Memerintahkan

Pembayaran Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pembuat
Komitmen
T,
T. Tangan Tangan
(10) (11)
(Nama jelas) (Nama jelas)

Barang/ pekerjaan tersebut telah diterima/ diselesaikan dengan lengkap
dan baik

Pejabat yang

bertanggungjawab

T. Tangan dan
stempel

(12)

(Nama Jelas)
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FORMAT 2 B
Format Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu

KUITANSI UP

TA : (1)

Nomor Bukti: (2)

MAK: (3)

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Satker ....... (4)
Jumlah Rp.
uang Ry it G G (5)
Terbilang S I R R R A Ve ek e el (6)
Untuk
PEMbAYATAIL | i istsannnnnnmprsnareanss eas s ssnssmssanassnns (7)
Tempat /' Tglc o (8)
Diketahui Jabatan Penerima Uang
Bendahara Pengeluaran T.Tangan dan stempel
(10) 9)
Nama Jelas) (Nama Jelas)
Setuju dan lunas dibayar Tgl. ......
Yang Memerintahkan Bendahara Pengeluaran
Pembayaran Pembantu
Pejabat Pembuat
Komitmen
T.

T. Tangan Tangan
(11) (12)
(Nama jelas) (Nama jelas)

Barang/ pekerjaan tersebut telah diterima/ diselesaikan dengan lengkap
dan baik

Pejabat yang

bertanggungjawab

T. Tangan dan
stempel

(13)

(Nama Jelas)
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PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP)

[. Untuk Bendahara Pengeluaran (BP)

| Nomor | . _Uraian [sian }

(1) Diisi tahun anggaran berkenaan.

(2) Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan.

(3) Diisi MAK yang dibebani transaksi pembayaran.

(4) Diisi nama Satker yang bersangkutan.

(5) Diisi jumlah uang dengan angka.

(6) Diisi jumlah uang dengan huruf.

(7) Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi
teknis

(8) Diisi tempat tanggal penerima uang.

9) Diisi tanda tangan nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai
sesuai ketentuan.

(10) | Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen serta
Stempel Dinas.

(11) | Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP bendahara pengeluaran dan tanggal lunas
bayar.

(12) | Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan

bertanggungjawab dalam penerimaan barang/jasa.

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP)

II. Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

Nomor | 3 b ~_Uraian Isian |

(1) Diisi tahun anggaran berkenaan.

(2) Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan.

(3) Diisi MAK vang dibebani transaksi pembayaran.

(4) Diisi nama Satker yang bersangkutan.

(5) Diisi jumlah uang dengan angka.

(6) Diisi jumlah uang dengan huruf.

(7) Diisi uaraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi
teknis.

(8) Diisi tempat tanggal penerima uang.

(9) Diisi tanda tangan nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan meterai
sesuai ketentuan.

(10) [ Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP bendahara pengeluaran dan tanggal
lunas bayar

(11) | Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen serta
Stempel Dinas.

(12) | Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP bendahara pengeluaran pembantu dan
tanggal lunas bayar.

(13) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan
bertanggungjawab dalam penerimaan barang/jasa.

Keterangan:

Kuitansi diketahui oleh Bendahara Pengeluaran setelah setuju dan lunas bayar oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada
waktu pertanggungjawaban BPP kepada BP.
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Format-3

Kode Satuan Kerja
Tanggal / No. DIPA
Sub Kegiatan 5
Klasifikasi Belanja *)

s W e

Nama Satuan Kerja =

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

N OO T i ris iy e S ST SRV eR Lot

Yang bertén"da-tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja ............

bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran/KPPN kepada
yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut : '

wieenenee. MeNyatakan

No. Akun

Penerima

Uraian

Bukti

Tanggal | Nomor

Jumlah

Jumlah

RP.

Bukti-bukti belanja tersebut di atas di simpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan Kerja .........cccecoeevioececovii e ee oo

untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Prnnp srsesssssssrsrssnerees

Kuasa Pengguna Ang

MNama
NIP

garan/|

Pejabat Pembuat Komitmen
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Format-4

KUITANSILS

TA:(1)
‘Nomor Bukti : (2)
Akun:(3)

~ KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudéhiéﬂ};ﬁ.daﬁ:Kuasa Pengguna Angéara_n/Peiabat Pembuat Komitmen Satker ........ el @ | |

Jumlzh ang | RP. s 3 L1
L R T T R

Untuk pembavaran P 2t s W e MR b Nuls

TewpatfTgl(8)
Jabatan Penerima Uang
1 angan

Lol T
. ~(Nama Jelas)
Setuju dibayar : |
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

T Tangan danstempel (10)___
(Nama Jelas)
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Format SPTB untuk SPM GU

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGIAWAB BELANJA

Kode Satuan Kerja
Nama Satuan Kerja
Tanggal / No. DIPA
Klasifikasi Anggaran

Nomor : ......... (1)

S
(5)...1.(6)..4_(T)J_(8)...1._(9)...1...(10)...

Yang bertandatangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

(11) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan

material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah

dipungut atas pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut -

Pajak yang dipungut
, ! Bukdti Bendahara
No | Akun Penerima Uraian Jumlah Pengeluaran
Tanggal | Nomor PPN PPh
a b c d e f g h i
(12) | ..(13).. A1) 19)... | ..(16).. | ...(17)... | .(18).. (19) (20)
Rp_.....f | Bp....iid
Jumliah Rp.

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenamya.

Pejabat Pembuat Komitmen

B -

Nama
NIP/NRP ... (23)

o i

Bendahara Pengeluaran
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PETUNJUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM GU

NOMOR URAIAN ISIAN

(1) Diisi dengan nomor urut SPTB

(2) Diisi dengan kode Satuan Kenja/Satker yang bersangkutan

(3) Dusi dengan nama Satuan Kerja/Satker yang bersangkutan

(4) Diisi dengan tanggal dan Nomor DIPA

(5) Diisi dengan Kode Fungsi

(6) Diisi dengan Kode Subfungsi

(7) Diisi dengan Kode Program

(8) Diisi dengan Kode Kegiatan

(9) Diisi dengan Kode Output

(10) Diisi dengan Kode Sub Kelompok Akun

(11) Diisi dengan nama Satuan Kerja/Satker yang bersangkutan

(12) Diisi dengan nomor urut

(13) Diisi dengan jenis akun yang membebani pengeluaran

(14) Diisi dengan nama penerima uang/rekanan

(15) Diisi dengan uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan
spesifikasi teknisnya

(16) Disi dengan tanggal bukti transaksi pada kuitansi/ dokumen yang dipersamakan

(17) Diisi dengan nomor urut bukti transaksi

(18) Diisi dengan Nilai pada kuitansi (bruto)

(19} Diisi dengan jumlah PPN yang dikenakan

(20) Diisi dengan jumlah PPh yang dikenakan

(21) Disi tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen (dalam hal PPK berhalangan
maka ditandatangani oleh KPA)

(22) Diisi nama Pejabat Pembuat Koemitmen

(23) Diisi NIP/NRP Pejabat Pembuat Komitmen

(24) Diisi tandatangan Bendahara Pengeluaran

(25) Diisi nama Bendahara Pengeluaran

(26) Diisi NIP/NRP Bendahara Pengeluaran
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Format SPTB untuk SPM LS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGIJAWAB BELANJA

Nomor : ......... (1)
1. Kode Satuan Kerja 1 LI .. = W W (2)
2. Nama Satuan Kerja ) L IS AL Ll (3)
3. Tanggal / No. DIPA T Ty ) (4)
4. Klasifikasi Anggaran - $00 L A6). A8y 9). L 10)..

Yang bertandatangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja
............................... (11) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan

material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang
telah kami pernintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut :

: . Pajak yang Dipungut
No Akun Penerima Uraian Jumlah PPN PPh
a b C d a f g
(12) (13).. -.(14). . {15). . ~(16).. (17) (18)
Rp. ] i 5 AN [

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan
pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen
-..(19)...

Nama . ..... ... (20)...
NIP/INRP ____(21).. ..
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Format-5

(Format Permintaan Penawaran Harga)
[untuk Pengadaan Langsung]

(Tempat dan tanggal)

Nomor
Lampiran N

Kepada Yth,
Pemimpin Badan US8AQ... .cioiivenevs convasssiase

Dalam rangka memenuhi kebutuhan satuan kerja ..................... pada kegiatan ...............
di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, agar
saudara mengajukan penawaran harga barang/ jasa seperti di bawah ini (terlampir).

NO. NAMA BARANG ' VOLUME KETERANGAN
|

dengan melampirkan copy dokumen-dokumen sebagai berikut :
NPWP

Akte Pendirian beserta Perubahannya jika ada

Sertifikat dari Kadin.

SIUP

Bukti Pembayaran Pajak Badan/Perusahaan.

Sl L000 px

Penawaran agar ditujukan kepada Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja
.................. Alamat e Witk osdnibsbiusmms bl bortm i

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
Pokja ULP/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

SATKER DEKON.......cocovvivinenes
KePAta . codivesbomvismsamsissmisiveiuees
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Format-6

(Format Penawaran Harga)

(Tempat dan tanggal)

Kepada Yth,

Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
REeaban o o i s i a

di-

Perihal : Penawaran Harga

Dengan Hormat,

Memenuhi permintaan penawaran harga nomor:...... tanggal......... , bersama ini kami Nama
Badan "Usalol o teeaitaes it (2 4 g I mengajukan penawaran harga, untuk
............................................................ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional dengan rincian sebagai berikut :

HARGA JUMLAH
NO NAMA BARANG VOLUME SATUAN Rp. KET.
Rp.
i 5 o312 0T O v LTI O SN P (harga sudah termasuk pajak-pajak)

Demikian kami sampaikan penawaran kami, atas segala perhatian dan kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemimpin Badan Usaha
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Format-7

(Format BA Hasil Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi)

contoh Format untuk Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung]

BERITA ACARA HASIL EVALUASI, KL ARIFIKASI DAN NEGOSIASI
PENAWARAN HARGA

Pada hari ini ......... tanggal o BUlah) 5o tahun ;ouvasas , bertempat di Kantor
.................. , Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan
.............. , dengan dihadiri wakil dari rekanan dan telah diadakan Evaluasi, klarifikasi dan
negosiasi penawaran harga ............................ untuk pekerjaan. .......iiavienssn pada
KEGIBIAI ... ovoeessonnsrosdeninsnstesomsrinnsmntnss

Klarifikasi dan Negosiasi dilaksanakan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan Kegiatan
Dari hasil klarifikasi dan negosiasi tersebut disepakati :

No Spesifikasi | Penawaran Hasil Klarifikasi
dan Negosiasi

8

Harga sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa

No Nama Kedudukan Tanda Tangan
1. Ketua merangkap

angPota | U | cssessemssassa serssa
2. Sekretaris merangkap

GREEOLE ' ] cevissssesissvere sriarings
3. Anggota
4, Anggota
S. Anggota

Penvedia Barang/Jasa

No Nama Perusahaan Tanda Tangan
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Format-8

(Format Usulan Penetapan Calon Pemenang)
[untuk Penunjukan Langsung]

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SATUAN KERJA

Nomor
Lampiran D -

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen

e 12 L= R SO~ 400 SO .
di

Perihal : Usulan Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan

Péngadann) ..oovaiainiinie maka Panitia mohon persetujuan agar :

Nama Perusahan ;

Alamat

NPWP :

Harged Setelah Negosiagh 7 Rp: s R )

Demikian usulan ini dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
POKJA ULP/Pejabat Pengadaan
KepIatan v ainsessasiassesisss
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Format-9

(Format Penetapan Pemenang)
[untuk Penunjukan Langsung]|

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SATUAN "BERIA - oo sana s
(Tempat dan tanggal)
Nomor
Lampiran -
Kepada Yth.
KERIatall . focovmmianunsiivavanomensssnssss
di
Perihal : Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan ...........ccocvvviinniniininnnn.
Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : .......c.ccceeiieennnne. tanggal ......... bulan
............ tahun ............... tentang usulan penetapan calon pemenang, setelah mempelajari

usulan Saudara dan berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi harga pekerjaan tersebut di
atas, dengan ini kami tetapkan sebagai pemenang adalah :

Nama Perusahan :

Alamat

NPWP :

Harga Setelah Negosiasi. | Rp. «ocmns | sinsrammnmmra R RS )

Untuk selanjutnya diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.
Demikian dan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.
ULP/Pejabat Pengadaan
KETTat ol v s s hnves ssmmams
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Format-10
(Format SPK)

SATUAN KERJA:
SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Halaman __ dari

PAKET PEKERJAAN: [cantumkan dan lengkapi salah satu saja)

NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PEMILIHAN: [jiika
pengadaan melalui Pelelangan

Umum/ Terbatas/Pemilihan Langsung]

NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN
PENAWARAN: [jika pengadaan melalui Penunjukan
Langsung]

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL
NEGOSISASI: [jika pengadaan melalui Penunjukan

Langsung|
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan “dibebankan atas DIPA Tahun
Anggaran untuk mata anggaran kegaiatan
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: __ ( ) hari kalender/bulan/tahun

NILAI PEKERJAAN

. » Harga Satuan
No. ngflljign Kuantitas 333‘133 (Rp) Subttal (BD) | | siiai (i)
Material | Upah | Material | Upah
|
Jumlah '!
PPN 10% '
NILAI
Terbilang :

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah
penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita
Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia
Jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu)
dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada
ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar
Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia Jasa
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini [tanda tanga dan, cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia Jasa maka rekatkan untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat
materai Rp 6.000,- )] Komitmen maka rekatkan materai
Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

[jabatan] [nama lengkap]
[jabatan]
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STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau
antara prinsipal dan agen. Penyedia Jasa bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

HAK KEPEMILIKAN

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan
sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa kepada PPK. Jika diminta oleh
PPK maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak
kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK,
dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau
jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan
dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa dengan penegecualian
keausan akibat pemakaian yang wajar.

CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia Jasa dan memberitahukan secara tertulis
Penyedia Jasa atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Penyedia
Jasa untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang
dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas cacat
mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat
memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut
akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka
Penyedia Jasa berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

PENANGGUNGAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan
biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim
atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia Jasa, dan/atau cidera
tubuh, sakit atau kematian personil Penyedia Jasa, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta
benda, serta cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan
SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

PERPAJAKAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran
perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia Jasa berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan
negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

AMANDEMEN

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK
dan Penyedia Jasa.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Jasa dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian
nama Penyedia Jasa, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Jasa menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau
akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak

langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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Format-11

(Format SPMK)

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SATUAN KERJA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOmMOT: v
Palcet PeRETJaRn vocicinvnsias

Yang bertanda tangan di bawah ini:

..................................... [nama Pejabat Pembuat Komitmen]
..................................... [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]
..................................... [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian .................... NOMOT  .evvveveneennrnnans tanggal ......cocoeenninn.

bersama ini memerintahkan:

.................................... [nama Penyedia |
.................................... [alamat Penyedia/

yang dalam hal ini diwakili oleh: .................... selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1.

Macam pekerjaan: ......cooccevvvennnn. :

]

2. Tanggal mulai kerja: .................... :

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama ...... b ) hari kalender/bulan/tahun dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal ....................

S. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari
Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan
Syarat-Syarat Umum Kontrak.

.................... g FewsiisiR e bR e B e

Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama ..........c.........

Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama ....................

[tanda tangan]
[tanda tangan]

[nama lengkap]
[nama lengkap wakil sah badan usahal [jabatan]

[jabatan] NP ssispsvanaimnm
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Format-12

(Format BA Pemeriksaan Pekerjaan )

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

NOMOR

Pada hari ini ......... tanggal ............. 1015 1E: | s CpRp tahany v , kami yang bertanda
tangan di bawah ini Tim Teknis Pelaksanaan Pekerjaan .......................... yang diangkat
berdasarkan:

- SUrat KePUTHSEY ot visrisatasvsseinh NOMOT vt Teleisvmvtamiin

- Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : ................ tAanpgal  .....ocecreneoesenns

Telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan PeKerjaan ....o..ciasisrmasiiiion telah mencapai prestasi

diterimanya Laporan Pendahuluan, Laporan Antara/Laporan Akhir/MC (*), sesuai
dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut di atas serta telah
memenuhi syarat yang ditetapkan.

2. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas Nama Badan Usaha@. .............. telah
mencapai prestasi ...... % dan berhak mendapatkan pembayaran tahap ........ sesuai
Bab V pada Syarat Khusus dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Pelaksana Pekerjaan

*) coret yang tidak perlu/sesuai dengan jenis pekerjaan.
Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan ........occoeeveveneennnnnn,
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Format-13

(Format BA Serah Terima Barang/Pekerjaan)

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG /PEKERJAAN
1 1.5 0 S ST o | S O e 18 B

Pada hari ini, ............. Tangpal ...oummems Tahun ............ , kami yang bertanda tangan di
bawah ini :

I. Nama

Jabatan :
berdasarkan SK.......... i [0 PP Telaannyg

II.

Alamat Kantor
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Nama
Jabatan

Yang didirikan berdasarkan Akte Notaris/Keputusan...... No
- [

Alamat Kantor :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja Nomor ................ Tal.! ucinuitons TaNUD visaamisermnvi g
2. Surat Ferjaniian e NO i inaminasinsii. 1 1 N N TFEINL (oo mrionansnmsdus sbsdenianss
3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor .................... Tangeal: oo Tahun

...... dengan ini menyatakan mengadakan serah terima pekerjaan
dengan ketentuan sbb.:

Pasal 1
PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menyatakan
menerima dari PIHAK KEDUA atas hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan sbb.:
1. Pekerjaan :
2. Lokasi :
3. Instansi/Unit Kerja

Pasal 2
Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berupa :
1.
2.
3.

Pasal 3

Dengan adanya Serah Terima ini maka selanjutnya tanggung jawab atas hasil pekerjaan
tersebut beralih dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Nama Badan Usaha............ccovvvvvennn.. Nama Jabatan...........
Direktur NIP.
Mengetahuli,

Pejabat Pembuat Komitmen
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Format-14

(Format Permohonan Pembavaran)

(Tempat dan tanggal)

Nomor
Lampiran
Hal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatat....visvivess

Satuan Kerja ...,
di

...................

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No................... tanggal................. , mohon
direalisasikan angsuran Kke..... PEREriaan oo sebagai tindak lanjut dari
pelaksanaan Undang-Undang Keuangan sesuai dengan kontrak diatas.

Permohonan pembayaran sebesar ...... % dari nilai kontrak atau ...% X Rp......... o =
Rp:oariisine evmsssaneananat rupiah) dan mohon ditransfer pada rekening kami.:

Nama Badan Usaha..........c.coceveeviiiiiininiininnnns

Banle.....coevi

Noww s

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur.
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Format-15

(Format BA Pembavaran)

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR :
Pada hari ini .......... Tanggal .......... Tahun ...... , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama :
Jabatan :
berdasarkan SK ............ | [ R TELsacasvmmnvisvins

Alamat Kantor
Selanjutnya dlsebut sebagai PIHAK KESATU

II. Nama
Jabatan
Bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha......... yang didirikan
berdasarkan Akte Notaris/Keputusan....
NOo.ovvnennnes Tl

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

A. Berdasarkan

1. Surat perj an_]lan/SPK/Kontrak

2.

Berita Acara Prestasi Pekerjaan : No

B. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak

BAB ;i , maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Angsuran ke-

sebesar ..... dari PIHAK KESATU dari nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Perhitungan Pembayaran:

A0

C. Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan kepada
Bank .......... No. Rekening ...........cccevvennenn. NPWP

Nilai Pekerjaan phisik s/d BAP ini

Nilai Pekerjaan phisik s/d BAP yang lalu
Jumlah Pembayaran phisik BAP ini
Potongan-potongan

1 Uang Jaminan

ii Pengembalian Uang Muka

iii Jumlah Potongan-potongan

Jumlah Pembayaran phisik BAP ini :
PPN 10% dari (5)
Jumlah Pembayaran BAP ini (termasuk PPN)

Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :
Nilai Kontrak

Pembayaran s/d BAP yang 1alu
Pembayaran BAP ini
Pembayaran s/d BAP ini

Sisa Kontrak s/d BAP ini

o0 ow

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Nama Badan Usah@..........ccocvvenivnnn.

Direktur

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan ................
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FORMAT-16

— : Lembar ke-1 : Uﬁtuk Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa
FAKTU RPAJAK STAN DAR . Kena Pajak sebagai bukti Pajak Masukan.

Kode dan Nomor Seri Faldur Pajak:

PENGUSAHA KENAPAJAK |

. Nama

Alamat

 NPW.P,

] :Tanggal Pengulguhén FKP I

PEMBELI BARANG KENA PAJAK/PENERIMA JASA KENA PAJAK

ST
Alamat
NP WP, i
No. Nama Barang Kena PajakiJasa Kena Pajak Harga JualiPengaantian/Uang MukarTermijn

- Urut (Rp.)

Harga JualfPenggantianflang Muka/Termijn =

| Dikurangi potongan harga

Dikurangl Uang Muka yang telah diterima

Dasar Pengenaan Pajak

PPN 10% x Dasar Pengenaan Pajak |

DPP PPr BM e ARNGOR e i e B e

Nama
Jabatan

*) Coretyang tidak perlu
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FORMAT-17

DEPARTEMEN KFUANGAN RL SURAT SETORAN PAJAK LENMBAR ‘ ]_

(SSP) Untuk Arsip WP

NPWP

0 D P ) 8 O D

NAMA WP |
ﬁL‘LN[AT ................................................................................................................................
MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jens Setoran Uraian Pembayaran
Masa Pajak Tahun
Jan Peh Mar | Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des I—‘_‘_]‘
| { {

Diisd rahun terurangnya pajak

Bari tanda silang pada salah sam kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan L_J | ] : ! I | | [ ! [ ‘ l / | | | | ! L._J._J

Dhisy sasuai Nomor Kererapan : STP. SEPKB SEPEKRT

Jumlah Pembayaran Terbilang
Diindenganvpsakpgpul. 1 41 ] of  f 1 bbb o b B

p.

Ditennma oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib PajakoFenyetor

Tangmel . .oovininsan, gl

Cap dan tanda tangen Cap dan tanda tangan

Nams Jalas Mama Jelas

Ruang Validasi Kentor Penenima Pembayaran

Dhisi sesuai buky peturnguk pengisian
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Format-18
BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Sanggahan Banding dari Bank

[Kop Bank Penerbif Jaminan]/

GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN SANGGAHAN BANDING
b T S S W A

Yang bertanda tangan dibawah ink: s s assisiis, dalam jabatan
SEIARI v S dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.................................................. [nama bank] berkedudukan dl ..o
lalamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama SRR . 1ROk UL

Alamat S I S—
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang RP ..coooveevenreccneeieeccececeeee

MEYBIATE i R s ..) sebagal  Jaminan
Sanggahan Banding dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama S RS R [peserta pelelangan]

Alamat i R R R
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

2.

w

Garansi Bank berlaku selama .................. i dalam huruf......... ) hari kalender, dari tanggal
.................. Sidvenimampns

Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan
Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan
dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima

Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat
sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pithak memilih
domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ...................

Dikeluarkan di S e snsmaena

Pada tanggal enssnsrssonsusaall
Untuk keyakinan,
pemezang Garansi Bank
disarankan untuk [Bank]
mengkonfirmasi Garansi ini
ke ..........(bankf Materai RpGOO0,00

[Nama dan Jabatan]



L.

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
MO cicssmimaasaiaaiamengs

Yang bertanda tangan dibawah 11 . .assisisiomsaisosiassissasicins
dalam hal ini  bertindak

cevrerennennns (11ama bank/ berkedudukan di .ooceeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeee

untuk

dalam jabatan selaku
dan atas nama

wevvennens Jalamat]
untuk selanjuinya disebut: PENJAMIN
dengan inl menyatakan akan membayar kepada:
Nama o s - et L ) NN T S [nama PPK/
Alamat foeadbsaaisndienniassss
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN

SEIUMIAR GENE RD wiacvsmvssvsiissmsiio

Herblie «counmmnnninsinnries dalam RUIUE.........cccooonevincereeiiinecanennennens) S€bAgal Jaminan
Pelaksanaan dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama e T R S e [nama penyedial

Aldmat | Jissossamiiamnisnariiies
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan

berupa:

a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai

dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama ................. — dalam huruf........) hari kalender, dari tanggal
.................................. Sith s
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan

Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal
Jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan
dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai
pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat
sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih
domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Materai Rp.6000,00

[Nama dan Jabatan]

Dikeluarkan di L e
Pada tanggzal R
Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk
mengzkonfirmasi Garansi
inike .......[hank] [Bank]
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Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: ........ecceeceeeveerncennns I E1E T O S

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: ......c.coeevvvvveceeeveennnnn. ha7:111 7.1 S B [alamat]
sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan ..........cccccevecverennnenee. [nama penerbit jaminan/,
................................... [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung
Jawab dan dengan tegas terikat pada ............ccceeerererernennn.. [nama PFK],
falamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selamutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp
................................... (terbilang ... v

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran

4]

jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan

Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN NOLL. 5 0 Nt
tatggal vransnnnnshsans s

Surat Jaminan ini berlaku selama ........ (-oen.. dalam huruf......... ) hari kalender dan efektif mulai
dari tanggal ............... sampal dengan tanggal ...............

Jaminan ini berlaku apabila:

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai
dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan
pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN
mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan
dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-
lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di ...............

pada tanggal ...............

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Jaminan
disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan
ke ...... [Fenerbit
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Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbif Jaminan]/
GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN UANG MUKA
1 s TS Sy SR O
Yang bertanda tangan dibawal INi: ... aeses s dalam jabatan
171 s I, 0L b W I SO dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
........................................ [nama bank] berkedudukan di ..........cceoeeceecuvenrecveiannen.. falamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menydtakdn akan membayar kepada:
Nama Bl ket R [nama PPK/
Rlanxt | Zoucdmanlitis b
selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN
SCPUIBN VAN RY cosnssviosssossinmmamsosssmsosvionssivianisiinsa sssnisissiisssiessvsases
(terbilang .. ; it enaire s enmasnnser) (SCPAZAL Jaminan
Uang Muka ddlam bentuk gal ansi ba.nk dpablla
Nama T iohunnaesen v i e [nama penyedial
Alamat S bR A
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan
berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang Muka yang sudah
diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama ............. G dalam huruf.........) hari kalender, dari tanggal
............. it veusminnass
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan

Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal
jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau
sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar
Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenal pengenaan sanksi akibat Yang
Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat
sebagal jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5.  Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih
domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di T .

Pada tanggal L.
Untuk kevakinan,
pemegang Garansi Bank i
disarankan untuk [B‘!“R]
mengkonfirmas: Garansi
inike .......[hankf

Materai Rp.6000,00

[Nama dan Jabatan]
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Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

MNOMor JATOTAGHT sttt mag Nl e sonmnniiibnm

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa Kami: .........cerienecennnn. [NAMA], oo
lalamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan .....ccoveeesensrennnees [nama
penerbif Jaminan], iiiiiivisisssssassionsss {alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai
PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada [mama PPK],
........................................ lalamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN
atas uang sejumlah 1o L O B v OO LI, L ot
(HerDIlANG ...covevivreiiriirititiircr e )

2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran

=1

jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan

Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN NO camsbimammnativan
FANRRAL ocvisinavinnisiisidas e oo

Surat Jaminan ini berlaku selama ........ (........dalam huruf................ ) hari kalender dan efektif
mulai dari tanggal sampar denzan tanegal anannansinasa

Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA
JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau
sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN
berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

Menunjuk pada FPasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan
dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-
lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di .....occceeevevvveenenn..

pada tanggal .........cccceeverinennee.

TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
1gkonfirmasi Jaminan ini

mer
ke oo [Penerbit Jaminan]
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Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan/
GARANSI BANK

sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
O odssssesssminsnlisdasimoimianss
Yang: bertanda’ tangant ibawah INE samsicousisisiiiissisiiimst s s dalam jabatan
selakii s dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
.. [nama bank] berkedudukan di .........cccvveeervceeivcccennnen. [alamat]
untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN
dengan ini menyatakan akan membayar kepada:
Nama P e T (nama PPK]
Alamat
selanjutnya disebut: FPENERIMA JAMINAN
SRR TR IREY . o B it et s £ OBV ARG
Uerbilang:  ucamwmmbsniaanntrams s e ) sebagai  Jaminan
Pemeliharaan dalam bentuk garansi bank, apabila:
Nama AR S REY. e o SN S [nama penyedial
Alamat T
selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu
berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan
berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam
Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

L

2.

Garansi Bank berlaku selama ..... (...... dalam huruf......) hari kalender, dari tanggal
........................................ Sl bl itcananimnsaiiin

Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan
Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal
jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan
dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai
pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat
sebagal jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih
domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di TR i et S

Pada tanggal <SR

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank

disarankan untuk [Bﬂﬂkf
mengkonfirmasi Garansi
ini ke .......[ hank/

Materai Rp.6000,00

[Nama dan Jabatan]
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Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Fenerbit Jaminan/

JAMINAN PEMELIHARAAN

NomMorJamINars:. .. .oo.oosusisisisnrsin v Niaitsnssusmunammasnass

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: ... JFAMAL asvmesnsssasasesisii
[alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan ... [nama
penerbil EAN],  ..cvne [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai
PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ..........renicnnnns [nama FFPK],
........................................ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN
atas uang SeUMIAR  RP oo it sasesesstssss s snsdnnanie (terbilang

5 LI

W

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran
jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam
melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan

Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN NOw oA
TANGZGAL iueissisnsmsyasnssisinsinenio spmorenes

Surat Jaminan ini berlaku selama ........ (......dalam huruf.........) hari kalender dan efektif
mulai dari tanggal .......ccccoeeennne sampai dengan tanggal ..........ccccovenennes

Jaminan ini berlaku apabila:

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam
Dokumen Kontrak.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan
pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN
mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN
melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan
dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-
lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk kevakinan, pemegang,
Jaminan disarankan untuk

mengkonfirmasi Jaminan ini 1 o, 1 =
e oneviet Huttionn] Dikeluarkan di .....ccooeeviiiicnns
pada tanggal ........cccceeniinennee
TERJAMIN PENJAMIN

Materai Rp.6000,00
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Format-19

RINGKASAN KONTRAK
Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PHLN

1  Nomor dan tanggal DIPA : (1)
Kode Kegiatan/Sub

2  Kegiatan/Akun : (2)

3  Nomor Loan dan Nomor Register : (3)

4  Kategori - 4)

5 Nomor dan Tanggal Kontrak : (5)

6  Nomor dan Tanggal Addendum : (6)

7  Nama Kontraktor/perusahaan : (7)

8  Alamat Kontraktor : (8)

9 Prosentase Loan 3 (9)

10 Nilai Kontrak : (10)

11 Porsi pembayaran Loan : (11)

12 Porsi pembayaran GOI : (12)

13 Uraian dan volume Pekerjaan : (13)

14 Sistem Pembayaran : (14)

15 Cara Pembayaran : (15)

16 Jangka Waktu Pelaksanaan : (16)

17 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : (17)

18 Jangka Waktu Pemeliharaan : (18)

19 Ketentuan Sanksi : (19)
Catatan: Tempat, tanggal ... (20) .........

a.n. Kuasa Pengguna
Anggaran
Pejabat Pembuat

Apabila terjadi addendum kontrak data kontrak agar Komitmen
disesuaikan dengan perubahannya. (Tanda Tangan)

(21)

(Nama Jelas)



. .

Format-20

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni

—_—

Nomor dan tanggal DIPA
Kode Kegiatan/Sub

(1)

2  Kegiatan/Akun (2)
3 Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak (3)
4 Nama Kontraktor/perusahaan (4)
5 Alamat Kontraktor (5)
6  Nilai SPK/Kontrak (6)
7  Uraian dan volume Pekerjaan (7)
8 Cara Pembayaran (8)
9 Jangka Waktu Pelaksanaan (9)
10 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan (10)
11 Jangka Waktu Pemeliharaan (11)
12 Ketentuan Sanksi (12)
Catatan: Tempat, tanggal ............... (13) t
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Apabila terjadi addendum kontrak data Pejabat Pembuat
kontrak  agar disesuaikan dengan Komitmen
perubahannya. (Tanda Tangan)

(14)
(Nama Jelas)

DAN TATA RUANG/ *
TANAHAN NASIONAL,

FERRY MUYRSYIDAN BALDAN




LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG MERUPAKAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN
MELALUI DEKONSENTRASI

PEDOMAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DANA DEKONSENTRASI

I.  Ruang Lingkup dan Sasaran

1

2.

Ruang lingkup penatausahaan BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
yaitu meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN;
Sasaran penatausahaan BMN meliputi :
a. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN);
b. Semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi :
1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
3) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

IL. Pelaksana Penatausahaan

i

2.

Penatausahaan BMN meliputi penatausahaan pada Kuasa Pengguna

Barang/Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna

Barang dilakukan oleh unit penatausahaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna

Barang;

Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dilaksanakan oleh :

a. Satker Dekon yang mendapatkan Dana Dekonsentrasi merupakan UPKPB.

b. Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan
penanggung jawab UPKPB Dekonsentrasi

c. Pemerintah Provinsi yang mendapat pelimpahan wewenang dekonsentrasi
merupakan UPPB-W Dekonsentrasi.

d. Gubernur merupakan penanggung jawab UPPB-W Dekonsentrasi.

Petugas BMN merupakan Pegawai Tetap yang memiliki Nomor Induk Pegawai dan
penetapan tugasnya ditandatangani oleh Kepala Satker Dekon/ KPA dan
dilaporkan kepada Satminkal terkait.

I11. Pembukuan

1.

Pelaksana Penatausahaan BMN melaksanakan proses pembukuan dan harus
menyimpan dokumen kepemilikan, dokumen penatausahaan dan/atau dokumen
pengelolaan.

Pelaksana Penatausahaan pada Pengguna Barang masing-masing dalam

pembukuannya harus :

a. UPKPB membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), yang berupa daftar
barang yang status penggunaannya berada pada Kuasa Pengguna Barang;

b. UPPB-W membuat Daftar Barang Pengguna Wilayah (DBP-W), yang berupa
gabungan daftar barang dari masing-masing UPKPB yang berada di wilayah
kerjanya.

Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan

pengelolaan BMN, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. penetapan status penggunaan BMN;

b. pemanfaatan BMN;

c. penghapusan BMN;

d. pemindahtanganan BMN; dan

e. inventarisasi BMN.

Pelaksana Penatausahaan pada Pengguna Barang meliputi pencatatan,

inventarisasi, pelaporan serta penyimpanan dokumen kepemilikan BMN selain

tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.



V.

V.

Inventarisasi

1.

_Ul

Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam
penguasaannya melalui pelaksanaan sensus barang sekurangkurangnya sekali
dalam S (lima) tahun.

terhadap BMN yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan,
Pengguna Barang melakukan inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik
setiap tahun.

Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang (DJKN/KPKNL)
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pengguna Barang bertanggung jawab atas laporan hasil pelaksanaan
inventarisasi yang dilakukan.

Pengguna Barang yang menyerahkan tanah dan/atau bangunan kepada
Pengelola Barang (DJKN/KPKNL) tetap harus membantu kelancaran pelaksanaan
inventarisasi.

Pengguna Barang mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam daftakr
barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang, setelah terlebih dahulu
dilaporkan kepada Pengelola Barang (DJKN/KPKNL).

Pengguna Barang menyampaikan hasil Inventarisasi dan Penilaian yang
dilakukan oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL) kepada Pejabat Eselon I
(Satminkal) dan unit yang menangani Barang Milik Negara Kementerian.
Pengguna Barang menyampaikan hasil rekonsiliasi inventarisasi yang dilakukap
oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL) kepada Pejabat Eselon I (Satminkal) dan
unit yang menangani Barang Milik Negara Kementerian.

Bagan Organisasi Penatausahaan BMN

Dana

: baga
Kementerian Negara/Lembag Dekon

UPPE

L’PPB-EI}' it ieg -/ ——y 1)

v
UPPB-W UPPB-W UPPB-W

h 4 b
upkps || upkes || upkes || uPkes ||| UPkPB .
Catatan : Dalam sistem aplikasi, UPPB secara fungsional
dilaksanakan oleh Unit Eselon I yang menangani
Kesekretariatan

-DAN TATA RUANG/
j\NAHAN NASIONAL,
/]

A

/i

FERRY MURSYIDAN BALDAN



LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL YANG MERUPAKAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN
MELALUI DEKONSENTRASI

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SATKER DEKON

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan/surat edaran yang
diterbitkan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, setiap Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai kewajiban untuk menyusun dan
menyampaikan laporan-laporan sebagai berikut:

L.

Umum

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan ke dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat, setiap Satker baik di pusat maupun di daerah wajib menyampaikan
Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Keuangan harus mengacu pada Sistem Akuntansi Instansi
(SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Laporan
Keuangan yang disusun oleh Satker termasuk Satker Dekon, setidak-tidaknya

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Beberapa definisi yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

e Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan negara selama satu periode.

e Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menggambarkan
realisasi pendapatan, belanja dan pembiayan selama suatu periode

¢ Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
Pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu

¢ Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-
pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Di samping itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Satker Dekon juga harus
menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar
yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanan APBN.
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A. Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara
1. Laporan Keuangan SAI

Pelaporan Keuangan SAI dilakukan secara berjenjang dengan tahapan
sebagai berikut:

a.

b.

Satker Dekon membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
Dekon (UAKPA Dekon).

UAKPA Dekon memproses Dokumen Sumber untuk menghasilkan
laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,
dan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) serta melakukan
rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
setiap bulan.

UAKPA Dekon menyampaikan Laporan Keuangan kepada Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekon (UAPPA-W
Dekon) dengan tembusan disampaikan ke Unit Eselon 1 terkait di
lingkungan Kementerian. UAPPA-W Dekon ditetapkan oleh Gubernur
dengan mengacu pada peraturan Menteri Keuangan.

UAKPA-W Dekon melakukan pencocokan Laporan Keuangan dengan
Laporan BMN.

UAPPA-W Dekon melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

UAPPA-W Dekon menyusun laporan gabungan sesuai sub bidang
terkait dan menyampaikannya kepada Gubernur dengan tembusan
disampaikan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Eselon I terkait (UAPPA-E1).

Gubernur menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri dan
tembusannya disampaikan kepada Unit Eselon [ terkait di
lingkungan Kementerian.

UAPPA-E1 menyusun laporan gabungan Unit Eselon I untuk
disampaikan kepada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).
UAPP-E1 melakukan pencocokan Laporan Keuangan dengan Laporan
BMN.

UAPA up. Biro Keuangan menyusun Laporan Gabungan
Kementerian, yang selanjutnya akan disampaikan ke Menteri
Keuangan.

Laporan Keuangan SAI terdiri atas:

v" Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

v" Neraca

v' Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pada waktu-waktu tertentu, penyampaian laporannya dilengkapi dengan
Arsip Data Komputer (ADK) dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Rincian mengenai periode pelaporan, isi laporan serta waktu pelaporan
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Jadwal Penyampaian Laporan Keuangan SAI

No Periode Pengirim Isi Laporan Tujuan Waktu
Perlaporan Penyampaian
1 | Bulanan UAKPA Dekon a. LRAY KPPN Tgl 7 bulan berikut
b. Neraca (sekaligus rekonsiliasi)
Dilengkapi Arsip
Data Komputer
(ADK)
UAKPA Dekon a.LRA? a. UAPPA-W Dekon/TP | Tgl 12 bulan berikut
b. Neraca dan
Dilengkapi ADK dan | b. UAPA-E1
Berita Acara
Rekonsiliasi (BAR)
UAPPA-W Dekon ADK Kanwil Ditjen. Tgl 17 bulan berikut
Perbendaharaan (DJPb)
UAPPA-W Dekon a. LRA ? UAPPA-E1 Tgl 20 bulan berikut
b. Neraca '
Dilengkapi ADK .l
UAPPA-E1 a. LRA % UAPA Tgl 25 bulan berikut
b. Neraca
Dilengkapi ADK
2 | Triwulanan UAKPA Dekon BAR ¥ KPPN 7 April (Triwulan I)
7 Okt (Triwulan III)
UAKPA Dekon LRA 2 UAPPA-W Dekon/TP 12 April (Triwulan I)
12 Okt (Triwulan
I1I)
UAKPA Dekon LRA UAPPA-E1 12 April (Triwulan I)
12 Okt (Triwulan III) |
UAPPA-W Dekon a. LRA? Kanwil DJPb 17 April (Triwulan I)
b. Neraca® (sekaligus rekonsiliasi) 17 Okt (Triwulan III)
UAPPA-W Dekon a. LRA? UAPPA-E1 20 April (Triwulan I)
dilengkapi BAR 20 Okt (Triwulan III)
UAPPA-E1 a.LRA? UAPA 27 April (Triwulan I)
29 Okt (Triwulan III)
3 Semesteran/ | UAKPA Dekon a. LRA? a. UAPPA-W Dekon/TP | 10 Juli (Semesteran)
Tahunan b. Neraca dan 20 Jan. (Tahunan)
¢. Calk b. UAPA-E1
UAPPA-W Dekon a.LRA? UAPPA-E1 15 Juli (Semesteran)
b. Neraca 29 Jan. (Tahunan)
c. CalK
UAPPA-E1 a. LRA? UAPA 20 Juli (Semesteran)
b. Neraca 08 Feb. (Tahunan)
l c. CalK
D LrA vang disampaikan adalah LRA Belanja Format DIPA, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan dan
Hibah dan LRA Pendapatan dan Hibah yang disampaikan pada saat rekonsiliasi
1) LRA yang disampaikan meliputi LRA Utama, LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan dan
LRA Pengembalian Pendapatan
2) BAR hasi Rekonsiliasi antara UAPPA-W Dekon dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal. Perbendaharaan
3) Neraca yang disampaikan adalah neraca bulan Maret, Juni, September dan Desember
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2. Laporan Barang Milik Negara SAI
Pelaporan Barang Milik Negara SAI dilakukan secara berjenjang dengan
tahapan sebagai berikut :

a. Satker Dekon membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

Dekon (UAKPB Dekon).

b. UAKPB Dekon melaksanakan proses akuntansi atas Dokumen
Sumber dalam rangka menghasilkan data transaksi BMN, Laporan
BMN dan Laporan manajerial lainnya termasuk yang dananya
bersumber dari anggaran pembiayaan dan perhitungan.

UAKPB Dekon menyampaikan Laporan BMN kepada UAKPA Dekon.

d. UAKPB Dekon menyampaikan Laporan BMN kepada Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Wilayah Dekon (UAPPB-W Dekon)
dengan tembusan disampaikan kepada Unit Eselon 1 terkait di
lingkungan Kementerian. UAPPB-W Dekon ditetapkan oleh Gubernur
dengan mengacu pada peraturan Menteri Keuangan.

e. UAKPB Dekon melakukan pencocokan Laporan BMN dengan Laporan
Keuangan.

f. UAPPB-W Dekon menyusun laporan gabungan sesuai sub bidang
terkait dan menyampaikannya kepada Gubernur dengan tembusan
disampaikan kepada masing-masing Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Barang Eselon I terkait (UAPPB-E1).

g. Gubernur menyampaikan Laporan Barang Milik Negara kepada
Menteri dan tembusannya disampaikan kepada Unit Eselon I terkait
di lingkungan Kementerian.

h. UAPPB-E1 menyusun laporan gabungan Unit Eselon [ untuk
disampaikan kepada Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB).

1. UAPPB-E1 melakukan pencocokan Laporan BMN dengan Laporan
Keuangan.

j. UAPB tingkat Kementerian up. Biro Perlengkapan dan Umum
menyusun Laporan BMN Kementerian, yang selanjutnya akan
disampaikan kepada Menteri Keuangan.

a

Laporan BMN SAI terdiri atas :

a. Laporan Barang
b. Catatan ringkas BMN
c. Laporan Kondisi Barang
Serta Arsip Data Komputer (ADK)

Rincian mengenai periode pelaporan, isi laporan serta waktu pelaporan
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Jadwal Penyampaian Laporan BMN SAI

b. CatatanRingkas
BMN
c. LKB

No Periode Pengirim Isi Laporan Tujuan Waktu
Perlaporan Penyampaian
1 Bulanan UAKPB Dekon Arsip Data | UAKPA Dekon Tgl 5 bulan berikut
Komputer (ADK)
2 Semesteran | UAKPB Dekon Catatan  Ringkas | UAKPA Dekon
BMN
UAKPB Dekon a. Laporan Barang | UAPPB-W Dekon 5 Juli (Smester I)
b. CatatanRingkas 10 Jan. (Smester II)
BMN
c. ADK
UAKPB Dekon a. Laporan Barang | UAPPB-E1 5 Juli (Smester )
b. CatatanRingkas 10 Jan. (Smester II)
BMN
c. ADK
UAPPB-W a. Laporan Barang | UAPPB-E1 14 Juli (Smester I)
Dekon b. CatatanRingkas 28 Jan. (Smester II)
BMN
c. ADK
3 Tahunan UAKPB Dekon Catatan  Ringkas | UAKPA
BMN Dekon/TP
UAKPB Dekon a. Laporan Barang | UAPPB-W 15 Januari tahun
b. CatatanRingkas | Dekon/TP berikut
BMN
c. LKB
UAPPB —-W a. Laporan Barang | UAPPB-E1 25 Januari tahun
Dekon b. CatatanRingkas berikut
BMN
c. LKB
UAPPB-E1 a. Laporan Barang | UAPPB 2 Februari tahun

berikut
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ARUS PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
SATKER DEKON

UAPA/APB

I

ADK & LAP UAPPA-E1/
ssssusamumen sy UAPPB-E]-

LAP

UAPPA-W Dekon/
UAPPB-W Dekon

ADK & LAP

veasnnsnnnnense] UAKPA Dekon/ UAKPB
Dekon

Keterangan :
UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPPA Wilayah Dekon untuk
tujuan Penggabungan.

UAKPB menyampaikan Laporan Barang beserta ADK ke UAPPB Wilayah Dekon untuk
tujuan Penggabungan.

UAPPA Wilayah Dekon menyampaikan Laporan Keuangan gabungan beserta ADK
menyampaikan ke UAPPA-E-1.
UAPPB Wilayah Dekon menyampaikan Laporan Barang gabunganbeserta ADK
menyampaikan ke UAPPB E-1.

UAKPA secara bersamaan menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPPA E-1
(Tingkat Eselon 1 terkait).
UAKPB secara bersamaan menyampaikan Laporan Barang beserta ADK ke UAPPB E-1
(Tingkat Eselon I terkait).

UAPPA E1 menyampaikan Laporan Keuangan gabungan beserta ADK ke UAPA (tingkat
Kementerian/Biro Keuangan).

UAPPB E-1 menyampaikan Laporan Barang gabungan beserta ADK ke UAPB (tingkat
Kementerian/Biro Perlengkapan Umum).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib menyusun
Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada Gubernur, dan Menteri.
Gubernur menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja Gabungan
berdasarkan laporan yang diterima dari Satker Dekon dan selanjutnya
menyampaikannya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.
Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran (output) dari masing-
masing kegiatan dan hasil (outcomes) yang dicapai dari masing-masing
program sebagaimana ditetapkan dalam DIPA.

Ketentuan tentang tata cara, mekanisme dan format-format pelaporan yang
digunakan dalam Pelaporan Kinerja untuk Satker Dekon dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.



II.

Khusus (Pelaporan)

A. Laporan Keuangan

1. Laporan yang harus disusun sebagai dokumen pada satuan kerja untuk

keperluan pemeriksaaan dan manajemen satuan kerja adalah Laporan

Keadaan Kredit Anggaran (LKKA). Laporan ini tidak disampaikan ke Biro
Keuangan.

. Laporan yang harus disusun dan disampaikan ke Bagian Keuangan Unit

Eselon 1 terkait dan Biro Keuangan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah : Laporan Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP).

. Laporan yang harus disusun dan disampaikan ke KPPN setempat, BPK-RI,

dan Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/BPN adalah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ
Bendahara).

B. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

1. Laporan pelaksanaan kegiatan meliputi:

a. Data dan Informasi (Pekerjaan Swakelola maupun Kontraktual)

1) Jumlah paket pekerjaan dan cara pengadaannya;

2) Jumlah paket pekerjaan dan pagu per komponen, sub output,
output dan kegiatan;

3) Output per paket pekerjaan, dan Kegiatan baik jumlah maupun
satuannya;

4) Informasi Prakontrak;

5) Jumlah paket dan pagu belum lelang, proses lelang dan sudah
terkontrak termasuk nilai kontrak dan sisa lelang;

6) Pagu dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per Komponen, per Sub
Output, Per Output, per Kegiatan, per Program, per Provinsi, per
Satminkal, per Satker, per Jenis Belanja, per Sumber Dana s/d Nilai
Kontrak;

7) Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran per paket pekerjaan,
Per Output, Per Kegiatan per Satker Dekon (Kurva S);

8) Rencana dan Realisasi Penyerapan Tenaga Kerjan per paket
pekerjaan, Per Output, Per Kegiatan per Satker Dekon;

9) Pencairan anggaran baik Rupiah Murni maupun PHLN;

10) Permasalahan Potensial dan Rutin;

11) Pelaksanaan program sesuai kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan Renstra.

b. Perubahan Data Dasar

Perubahan data dasar yang diakibatkan oleh Revisi Anggaran dan
dokumen POK dilakukan dengan cara sesuai Lampiran II Kebijakan
Pelaksanaan Kegiatan Dekon Penataan Ruang.

c. Waktu Penyampaian Laporan

Satker Dekon berkewajiban melaporkan seluruh pelaksanaan secara
tertulis yang ditandatangani Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) setiap dua mingguan (tanggal 13 dan 28).

2. Penggunaan Data dan Informasi

a. Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1) Pencetakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Form A, PP 39 Th 2006)
yang dilaporkan oleh Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna
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Anggaran (KPA) kepada Pejabat Eselon [ terkait dan Atasan
Langsung;

2) Pencetakan Laporan Konsolidasi Kegiatan per Program (Form B, PP
39 Tahun 2006) yang dilaporkan oleh Pejabat Eselon 1 kepada
Menteri cq. Sekretaris Jenderal;

3) Pencetakan Laporan Konsolidasi Program (Form C, PP 39 Th 2006)
yang dilaporkan oleh Menteri kepada Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

b. Laporan Progres Fisik dan Keuangan

1) Form P1-P10, Laporan dari Kepala Satker Dekon/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) ke Atasan Langsung;

2) Form S1-S6, Laporan dari Atasan Langsung Satker Dekon ke
Atasan/Eselon I;

3) Form S1-86, Laporan dari Pejabat Eselon I kepada Menteri cq.
Sekretaris Jenderal;

c. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
Pencetakan Lampiran POK yang meliputi:

1) Lampiran 1 - Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

2) Lampiran?2 - Struktur Kegiatan Satuan Kerja;

3) Lampiran3 - Lingkup Kegiatan Satuan Kerja;

4) Lampiran4 - Jadwal Pelaksanaan Kegiatan,;

5) Lampiran 5 - Rencana Penyerapan Anggaran Per Output Per Akun

6) Lampiran 6 - Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Per Output/Sub
Output/Komponen/ Sub Komponen;

7) Lampiran 7 - Daftar Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Wajib
Dibuat dan Dilaporkan oleh Satker Dekon.

d. Manfaat
@ Sebagai alat konsolidasi data antar Kementerian/Lembaga,
° Sebagai bahan Rapat Pimpinan Kementerian secara periodik;
° Memberikan Informasi untuk tindak turun tangan Pimpinan atas

permasalahan yang terjadi.
3. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaporan menjadi alat/instrumen untuk melakukan pemantauan dan

evaluasi masing-masing Satker Dekon, serta penilaian terhadap kinerja
Satker Dekon.
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Pencetakan Laporan Progres Fisik dan Keuangan yang meliputi:

e Form P1 - Rincian Pekerjaan

RINCIEN PEKERJAAN
SATMINKAL: .
STATUS -
Kods dan Nama Sstuan Keria/Satuan Kena Sementara: .
Jenis DIPA - [daiam ribuan rupiat
i e PN RN FE | Tew o | e | oToma | owe | Res
=i x T ) T ) i [ [ )

Sub Cutpa .
i k:nwnln H = =y
i Puagaan... INIR — |
E i) I_M[ . 3
= T
i R
Hatwrangan :
A Adranall 4 Urtiam FoFak K Hontrak
K Weakm N ion Frsi Lelang
L Suskeih P Pasan
T Pemcetssan Tanan

KODE DAN N

RINCIAN PROSES LELANG PAKET KONTRAKTUAL

Lokasi, Tanggal /Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Form P2 - Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual

¥l 1 1efisi Nomor Prrigean Lusr Negen [NFLN) urih Kegietar, yang diayal cengan FLN

AR XRTIMOOR R

Pemberiaman/ rdanganipenumuniarn ket
Fencataranf dokun

Pomasular doilmen pravasin

Masa sangoak

Lnetargan hipaod peses yerg Las Drakualiiasmasus shorks:
Pengambiisn cokuman ieiang

Penglazan

Sinyusuran ents acars pankiasan dokumen kiang dan pesubehansys
Pemasikan pensweran

Pembuizan perawsrsn

Evauzs: aomnairey dan wkn

o
P Pengamuman pennc et eknisthasi o aluas sdmenarasi dan sine

e}
LS
.
Lk
u

B

Pahetanan peninghs Elna

asa sanggah

mdEngan pemIUkEan DErawaran

Pemasukar perawaran biays

Sembuzan pergwaran harga

Evaluasi penawaran bya

Serrtungan kombingsi wins dan bixya
Paneizan pemenangtizgoas i dan baya
Masa sanggan

Kartikasi dan neqosias: lekrs 0an DEyE
FRrunj i emenang

" Peranczsngren ionrak

Lokasi, Tanggal /Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja
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Form P3 - Rincian Proses Lelang Paket Kontraktual

RINCIAN PERSIAPAN LELANG PAKET KONTRAKTUAL
SATMINKAL : .....ooooevnninin
STATUS :
KODE DAN NAMA SATUAN KERJA/SATUAN KERJA SEMENTARA ....cooovooooveee s csnsse s
DL B S —

:'ommaan;rﬂl
| suuBER PERSIAPANLELANG
| oma | Al B[ c D] E

LM T P = O T e

B i

1
: 5 R R

Keterangan
A Fembariulan Pariia
3 Pamyusunan Dokumen Letang termasut KAK Spesifias dan Gambar
C Rencans &nggaran Baya (HPS)
o Taa Cara Pengadaan

Pengumuman Medis Masa dan Sekironk

Lokasi, Tanggal /Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Form P4 - Jadual Pelaksanaan Anggaran

JADUAL PELAKSANAAN ANGGARAN
EATRINKAL
STATUS: .
KODE DAM NAMA SATUAN KERJA/SATUAN KERJA SEMENTARA ..o csiens e
L a e e — datarm v
: = W3 FIS [t B JADWAL PELAXEARASN.
b bl 0 it * [amiim el | un) R
Talk W etz ielm ez farialde |3
1 1 i L
1 1 t 1
]
la==xh S
1 1 A |
R
! | 1
| .
el i [ | et 1
e e R S
| |
s =5 ——— A
2 A

L
kgior 1 Disi Nomor Pingaman Lsar Negan (1ELN] umuk Keqisan yang oyl dengan FLY
Hokm 12, 120ax 74 dix
Hia ot Uk Pl <ores
s Dwnkeiol ur Pae Sk
Hgiom 15 Sl

4 pissiPske
Fobgrpan Swaleint =uls a0aah sepl 0meodr o s B KaDener MEngent Dekeriar Sealeici

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
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Form P4.1 - Jadual Pelaksanaan Pekerjaan

JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
SATMINKAL - ..
STATUS: ...
KODE DAN NAMA SATUAN KERJA/SATUAN KERJA SEMENTARA ........oooooovocsvmmvsosciss s
Jenis DIPA : {gakim nbuan npeah)
| _TOTAL | A | Jan]Fen|wA]
19 | o Jwlwr|miu]|alanlninlulslala
R
A
Paket Pekeraan . ] B
A
<[ R
1K
Faleeznzan
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Lokasi, Tanggal /Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Form PS5 - Daftar Potensial Masalah Pelaksanaan Kegiatan

DAFTAR POTENSIAL MASALAH PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ...
SATMINKAL s

STATUS

HODE DAN NAMA SATUAN KERJA/SATUAN KERJA SEMENTARA ... oo

Jenis Dipa : .
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Lokasi, Tanggal /Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja
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Form P5.1 - Daftar Masalah Pelaksanaan Kegiatan

DAFTAR MASALAH PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Form P-5.1
SATMINKAL B
STATUS : ..
KODE DAN NAMA SATUAN KERJASATUAN KERJA SEMENTARA oot
L TT
Ho z ANG DIBEHL AR DART
i  ATLASATASAN
1 i 3 4 &
1 |Massar i -

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Form P6 - Rincian Pelaksanan Anggaran Per Jenis Belanja dan Sumber
Dana

RINCIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN ...

|_Form P-6 |
SATMINKAL ........oocoiiiiiiiinenins
STATUS :
KODE DAN NAMA SATUAN KERJA/SATUAN KERJA SEMENTARA __.....oooooiiiiieiarceececeas
g b R TP {cisiam ruan ripiahi
: : =i SUMBER | i PADU REALISASI 4

Ko BEGIATNGIS AeiATANRG | NA  TPEGAWAL j ' Yo | T BATNG. SOSIAL | TOTAL %

1 e Tl § i SRRl g | B 12 EE) R
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S . = 3 BTN LSS ] el i~ - !

..... S : ARl il P, J 2

éubbmput A - .
¥ompon ; = 1
....... e Lams
R - Paket Pekerjzan .

TOTAL
TOTAL per Sumber Dana

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama
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Form P7 - Pelaksanaan Kontraktual Terhadap Pagu Kontraktual

FELAKSANAAN KONTRAKTUAL TERHADAP PAG

U KONTRAKTUAL DIPA TA. ...
SATMINKAL ..., R
STATUS: ...
KODE DAN NAMA SATUAN KERJA/SATUAN KERJA SEMENTARA ... i
T dalam cbuan upiat]
i PAGU KONTRAKTUAL PAKET TERKONTRAK REALIEASI S15A PAGU KONTRAKTUAL
5 REM PN | ToTAL | mewm PLN | TOTAL | Rew PN | ToTAL % RPM PLN | TOTAL
i3 ZEd L) 3 13 i el L) 0 11 12 IRe{h 14 15
1. _Fmgmm. N -
KRN i i e SR e, S e e e e
— Ot e =z ===
| Suboutput . el ) r oy B Y -
[ —
- Paket Pekerjaan . ... -
1 - Paket Pekerjaan ... .. .. i il i
= T TOTAL ! : Tl e

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama
NIP.
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Form P8 - Pelaksanaan Paket Kontraktual

PELAKSANAAN PAKET KONTRAKTUAL TAHUN ANGGARAN ..
SATMINKAL: .
STATUS : .

Kode dan Nama Satuan Kerja/S: Kerja § tara;

(dalam ribuan rupiah)

o i
1 | Program ....

Kegiatan ..
Output ..

Komponen ...

- Paket Pekerjaan

- Paket Pekerjaan ...

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Form P9 - Progres Pekerjaan dan Penyerapan Tenaga Kerja

PROGRES PEKERJAAN AN PENYERAPAN TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN
SATHINKAL:
STATU
Kode dan Nama Satuan Kerja'Satusn Kerja Semantara:
[dalam e upan)

Jenls Diga ..

N ;
Y SiF L
1 W {0
%
Xegiian —|- e -
. JRI‘D:.! o = i
Suboutput ey -] =
Kompanen
- Pk Aokeraan 1
- Paket Pekeriasn — = B
Meleangar
AU AgmineTes Ueun F Fui
W Mokl K henFek
S nl e

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama
NIP.
Form P10 - Jadual Penyerapan Tenaga Kerja
JADUAL PENYERAPAN TENAGA KERJA
SATMINKAL : . v
STATUS: ...
KODE DAN NAMA SATUAN KERJA/SATUAN KERJA SEMENTARA
Jenia DIPA : R b ity
sl y L3 TEMAGA KERJA g
s L KT | :
b A du e et -~ Apr Ml dan ul ag v Lo
i 2 1 i N 11 e 3 H i % 1 ktd ] n
lFrsgran P H
Kagiatas . B A | =
Ozt -
Sub Outpst
Kompanen =t=
| st Fabatjuae — Al — 1 —_ —
A
Fan Pabariuan = n
I — —
| i i = B | = = = P
TR I U
-
bnt o
Wk Kontrak unue Paket Kontrak
Nim Swakelna urts Fabet Sesseniy
Folom & disi

R fencara
& BouiFeany
Pasaraan Swakebia mus sl s dterhid anera 55 Fa5 Mher margern [SUEA0 Swekek b

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Satuan Kerja

Nama
NIP.
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* Form S1 - Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Pekerjaan

REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN .....
STATUS : .oovvvies

SATMINKAL : (Diatam ribuan rupish)
o TOTAL WULA 6] SELESM

1{ADMINISTRAS! UWUN

2| FISIK

Kelerargan
1 Fiziv acialah kogiatan bongiUsl yang bertuusn usul memeifam, merpersaki meninghaics dar memeihads karsirue fai
2 Tion Frsk ackalsh bigyatar i onsinds yang barsdat prank hnas §e0sns perencansen pergewnsarn, .ot ks
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5 Ternorirax = sudah “commitied adalah keguatan yany sudah disedian SPY Listuk oakel tahun ganda, erkantiaic = yang an dnerp

Lokasi, Tanggal /Bulan/Tahun
Atasan Langsung Kasatker/
Atasan Kasatker/Eselon |

Nama

NIE: :commas

e Form S2 - Rekapitulasi Pekerjaan Per Satuan Kerja
|_Form S-2 |

REKAPITULASI PEKERJAAN PER SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN ..

STATUS ! iiiinnaniininn
SATMINKAL : ...

Total

1| Satuan Kera
Admenestrasi Umum |
Pakat Kontrak 1

- Foic

- Non Fad
~ Pakot Gwnkeiol il

- Fak . 5 i =

- Non Fisik
~ Pakel Ronirik « Swakslols BE B |
“Fam [

“Hien Fisik ) i ) 1 1

2 | Satuan Kerm i S I

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Atasan Langsung Kasatker/
Atasan Kasatker/Eselon I




- 15 -

e Form S3 - Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran Per Jenis Belanja Per Sumber
Dana

REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN PER JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

TAHUN ANGGARAN ._....
STATUS : i
SATMINKAL : ......... (dalaim ribuan rupiah)
o NAMA SATUAN KERJA SUMBER PAGU ] ;
i HEAL LS i DANE GAWA] MODAL | SOSIAL TOTAL PEGAWAL | BARANG TOTAL
1 2 : | 4 5 6 it [ 3 10 11 14 15
1 Satuan Kerja Fi
CZOTAL 35 § : i
- TOTAL par Sumber Dana e
ke i

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Atasan Langsung Kasatker/
Atasan Kasatker/Eselon I

Nama
IR o
¢ Form S4 - Rekapitulasi Pelaksanaan Pekerjaan Per Satuan Kerja
|| _FormS-4 |
REKAPITULAS! PEKERJAAN PER SATUAN KERJA .

TAHUN ANGGARAN .......

STATUS .. icosmncsicsin
SATMINKAL : ....coooviiimiinnisiisennss (dalam ribuan rupiah)
No . Satuan KerjalPaket Pekorjzan o _.Lo_kip;:i o - ﬁ:; e Progres Tenaga Kerja
1 4 : 3 4 3 8 ] 10
1 ! _Sﬁar Kerja....... B | =
~ TOTAL 7 s T -

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Atasan Langsung Kasatker/
Atasan Kasatker/Eselon |

Nama
NIP. ...........
e Form S5 - Rekapitulasi Pekerjaan Kontraktual Per Satuan Kerja
[ _Form's-5 | |
REKAFITULASI PEKERJAAN KONTRAKTUAL PER SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN ...
1 1.1 1 1] O —
SATMINKAL © ..o tnanne {daiarn rbuan rupiah)
[ { '. TOTAL PAGU TERKONTARAK PROSES LELANG m_al-la_l.ﬁl.lllﬂ
e BET | . PAGU 2 C pAgu MiLAl SIBALELANG | PKT PAGU PKT PAGU
1 |Satker s el
2 |Satker

TOTAL

i

Lokasi, Tanggal /Bulan/Tahun
Atasan Langsung Kasatker/
Atasan Kasatker/Eselon I

Nama
NIP.




= 1w

¢ Form S6 - Rekapitulasi Pelaksanaan Pekerjaan Per Satuan Kerja
|____FormS-4 ||

REKAPITULASI PEKERJAAN PER SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN ...

STATUS : ...l
FATMINKAL & (dalam ribuan rupieh)
e - 7 T p,m... [; Progress Kmm i
£l REM | PHLv | Tota WP | PHLN | Tet | FroureTensgaKeds
1 |l 4 -1 L3 T B L 10
1 Satuan Kerja

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
Atasan Langsung Kasatker/
Atasan Kasatker/Eselon I

Nama

NIB: cumana

Pencetakan Lampiran POK yang meliputi:

e Lampiran 1 - Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

| Lamipiran 1|
REMCANA KERIA DAN ANGGARAN KEMENTRIANLEMEAGA T4 .
RINGKASAN ANGGARAN BELANJA PER JENIS BELANJA
KEMENTRIANA FMBAGA ..
SATUAN KERJA ...
LIEHIS DIPA] ND. DIPA e - - P T RDF
UNIT ORGANISASI, SUBFUNGSL. o e o 20er tua e oana| ey
TROCAAM KEGIATAN, OUTPUT L iiencaes]  MODAL | SANTUAN SOSIAL| JumMLAW (757 - l!!'(;ﬂ r
1 2 5 [] 7 ] @ 10 1"

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

e Lampiran 2 - Struktur Kegiatan Satuan Kerja

Lampkan 2

STRUKTUR KEGLATAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN ...

SATUAN KERJA
PROVINSI

DIPA Nomor : ...
Tanggal DIPA : ...

' mponen/Akun
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Lampiran 3 - Lingkup Kegiatan Satuan

STRIMTUR KEGIATAN SATUAN KERIA
TAHUN ANGGARARN ...

Paket Pekerjaan
Al

Lampiran 4 - Jadwal Pelaksanaan

JADEAL PELAXSANAAN KEGIATAN
TRHUN ANGGARAN _..

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun
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e Lampiran 5 - Rencana Penyerapan Anggaran Per Output Per Akun

RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN PER QUTPUT PER AKUN
TAHUN ANGGARAN ...
Satuzn Kena Mo 5P.0P4
Profinai Tanoga DPA
Nel | Frogram¥egiaten/ Pagu (Rp 000
| Kode CutputiAkun RPH PHLN Total Jan Feb

Rencana Penyerapan Anggaran {Rp (00
Mar Apr Mei Jun Jul Agt Szp Okt Nov Des

Output .
Aeun

Total | WSS e =) [T e lal

Lokasi, Tanggal/Bulan/Tahun

e Lampiran 6 - Rencana Penyerapan Tenaga Kerja

Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Per Output/Sub Output/Komponen/Paket Pekerjaan

Kode dan Nama Satuan Kera & .....oeworveees
Jenis DIPA; .................
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Lampiran 7 — Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan

No Periode Pengirim Isi Laporan Tujuan Waktu
Pelaporan Penyampaian
1 | Jadual Penyampaian Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan |
1 | Triwulan Kementerian / Lembaga
a. Penanggung Jawab | Form - A a. Penanggung Jawab | 5 hari  kerja
Kegiatan  (Kepala Program (Kepala Unit | setelah triwulan
Unit Kerja) Orgaznisasi) dan Kepala | berakhir
Bappeda dimana
kegiatan berlokasi
b. Penanggung Jawab | Form - B b. Menteri / Pimpinan | 10 hari kerja
Program  (Kepala Lembaga setelah  triwulan
Unit Organisasi) berakhir
c. Para Menteri /| Form-C c. 1. Menteri PPN 14 hari kerja
Pimpinan Lembaga 2. Menteri Keuangan setelah triwulan
3. Menteri PAN & RB berakhir
2 | Triwulan Pelasanaan Dana Dekonsetrasi di SATKER DEKON Provinsi
a. Penanggung Jawab | Form - A a. Penanggung Jawab | Tidak diatur
Kegiatan Program
b. Penanggung Jawab | Form - B b. Kepala Satker | Tidak diatur
Program Dekon/Kuasa
Pengguna Anggaran
c. Kepala Satker | Form - C (KPA) 5 hari kerja
Dekon/Kuasa setelah  triwulan
Pengguna berakhir
Anggaran (KPA) c. 1. Menteri/Pimpinan
LPND
2. Kepala Bappeda 14 hari kerja
Provinsi setelah triwulan |
berakhir
d. Kepala Bappeda d. 1. Menteri PPN
Provinsi 2. Menteri Keuangan
3. Manteri PAN & RB
II | Jadual Penyampaian Laporan Progres Fisik dan Keuangan
1 | Bulanan a. Satuan Kerja Form P1-P10 | a. 1. Atasan Langsung Tanggal 7 dan 22
dan  Backup 2. Penanggung bulan yang
Data Jawab Program bersangkutan
eMonitoring
b. Atasan Langsung Form S1 - S6 | b. 1. Penanggung Tanggal 10 dan
dan  Backup Jawab Program 25 bulan yang
Data bersangkutan
eMonitoring
Ei c. Penanggung Form S1 - S6 | c¢. Menteri cq. Tanggal 13 dan
Jawab Program | dan  Backup Sekretaris Jenderal 28 bulan vyang
(Pejabat Eselon I) | Data bersangkutan
eMonitoring
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